Implementasi Pendidikan Politik Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Guna Pengembangan Budaya Demokratis di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul by Rini Rohmawati, Rini Rohmawati
iIMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK
DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
GUNA PENGEMBANGAN BUDAYA DEMOKRATIS
DI SMA NEGERI SE KABUPATEN BANTUL
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Oleh:
RINI ROHMAWATI
08401241030
JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012
ii
PERSETUJUAN
SKRIPSI
Implementasi Pendidikan Politik
Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Guna Pengembangan Budaya Demokratis
Di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul
Telah disetujui oleh pembimbing skripsi untuk dipertahankan di depan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
Yogyakarta, 15 Oktober 2012
Dosen Pembimbing
Cholisin, M,Si
NIP. 19550801 198503 1 002
iii
PENGESAHAN
Skripsi yang berjudul “Implementasi Pendidikan Politik Dalam Pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan Guna Pengembangan Budaya Demokratis Di SMA
Negeri Se-Kabupaten Bantul”  ini telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 25 Oktober 2012.
DEWAN PENGUJI
Nama Jabatan Tanda tangan Tanggal
Dr. Samsuri, M.Ag Ketua Penguji
Muchson AR, M.Pd Penguji Utama
Cholisin, M.Si Penguji Pembimbing
Nasiwan, M.Si Sekretaris Penguji
Yogyakarta, 20 November 2012
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan FIS
Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag
NIP. 19620321 198903 1 001
iv
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Rini Rohmawati
Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Implementasi Pendidikan Politik Dalam Pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan Guna Pengembangan Budaya
Demokratis Di SMA Negeri Se-Kabupaten Bantul
Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan sepanjang
pengetahuan saya, tidak ada materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain
atau telah digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi lain
kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai refernsi dengan
mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.
Yogyakarta, 15 Oktober 2012
Rini Rohmawati
NIM. 08401241030
vMOTTO
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya....”
(Terjemahan QS. Al-Baqarah : 286)
Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhan-mu, maka sesungguhnya
kamu berada dalam Penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan-
mu ketika kamu bangun berdiri
(Terjemahan QS. An-Najm : 48 )
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
(Terjemahan QS. Al-Insyirah : 5 )
Ilmu itu lebih bermanfaat dari pada harta,
Ilmu dapat menjaga diri dan harta tidak bisa menjaga pemiliknya
Ilmu itu seperti hakim dan harta itu adalah yang terhukum
Harta itu berkurang jika dibelanjakan, sedangkan ilmu bertambah jika diamalkan
( Ali Bin Abi Thalib )
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan
karunia-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini.
Dengan penuh rasa hormat kubingkiskan karya kecilku ini sebagai tanda terima
kasihku kepada:
 Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Ponijan dan Ibu Sri Lestari. Terima kasih
atas untaian doa, nasihat, semangat, dan kasih sayang yang tak pernah
usai.
 Adikku, Imam Nugroho, yang selalu memberikan dukungan dan
menaburkan kecerian.
 Kekasih hati, yang dengan setia mendampingi, memberikan semangat dan
doa yang tiada henti.
 Sahabat-sahabatku Nia, Yeri, Arista, dan seluruh mahasiswa PKnH
Angkatan 2008, terima kasih atas semangat dan dukungan kalian.
 Almamaterku tercinta.
vii
ABSTRAK
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN GUNA PENGEMBANGAN
BUDAYA DEMOKRATIS DI SMA NEGERI SE-KABUPATEN BANTUL
Oleh : Rini Rohmawati
08401241030
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pemahaman guru PKn tentang
PKn sebagai pendidikan politik; 2) pemahaman guru PKn tentang budaya
demokrasi; 3) implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam perencanaan
proses pembelajaran; 4) implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam
pelaksanaan proses pembelajaran; dan 5) implementasi penilaian hasil
pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah guru PKn di SMA Negeri se-
Kabupaten Bantul yang berjumlah 43 guru. Penelitian dilaksanakan pada bulan
Mei 2012 sampai Juni 2012. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini, meliputi: tes, metode angket, dan metode dokumentasi. Uji validitas
instrumen dengan menggunakan rumus Pearson Corelation Product Moment dan
uji reliabilitas instrumen untuk tes pemahaman guru PKn tentang PKn sebagai
pendidikan politik dan pemahaman guru PKn tentang budaya demokrasi
menggunakan rumus KR-20, sedangkan uji reliabilitas instrumen untuk angket
implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PKn guna pengembangan
budaya demokratis dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Data dianalisis
dengan menggunakan analisis deskriptif dalam bentuk tabel frekuensi dan
persentase untuk setiap indikator dan dimensi implementasi pendidikan politik
dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan guna pengembangan budaya
demokratis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pemahaman guru PKn tentang
PKn sebagai pendidikan politik, sebagian besar guru PKn termasuk dalam
kategori tinggi, yaitu sebanyak 22 guru (51,2%); 2) pemahaman guru PKn tentang
budaya demokrasi, sebagian besar guru PKn termasuk dalam kategori sedang,
yaitu sebanyak 30 guru (69,8%); 3) implementasi PKn sebagai pendidikan politik
dalam perencanaan proses pembelajaran menunjukkan bahwa sebagian besar guru
PKn berada pada kategori tinggi, yaitu sebanyak 20 guru (46,5%); 4)
implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam pelaksanaan proses
pembelajaran menunjukkan bahwa sebagian besar guru PKn berada pada kategori
sedang, yaitu sebanyak 18 guru (41,9%); dan 5) implementasi penilaian hasil
pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik menunjukkan bahwa sebagian besar
guru PKn berada pada kategori sedang, yaitu sebanyak 35 guru (81,4%).
Kata Kunci: Pendidikan Politik, Pembelajaran PKn, Budaya Demokratis
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Era Orde Baru menyisakan permasalahan yang begitu mendalam bagi
Bangsa Indonesia yaitu kurang terdidiknya mayoritas warga negara secara politik,
akibat proses depolitisasi yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintahan
Orde Baru. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang
demokrasi, pembentukan sikap demokratis, kritis, berani melakukan kontrol dan
menegakkan kebenaran dan keadilan, terasa kurang diperhatikan (Cholisin,
2004:55). Proses depolitisasi ini menyebabkan masyarakat cenderung bersifat
pasif dan mudah untuk dimobilisasi oleh penguasa. Karakter warga negara yang
pasif, tidak memiliki  kemandirian, dan mudah dimobilisasi merupakan
penghambat bagi terciptanya demokrasi di Indonesia.
Bagi Indonesia yang menganut sistem politik berlandaskan Pancasila,
pendidikan politik Pancasila bagi generasi muda sangat diperlukan untuk lebih
memantapkan sistem politik tersebut. Dengan pendidikan politik yang baik dan
mantap diharapkan generasi muda semakin sadar akan hak dan kewajibannya
sebagai warga negara, mampu memahami dan menanamkan budaya politik yang
didambakan yaitu budaya politik partisipan. Untuk itu pembinaan generasi muda
dibidang politik merupakan bagian yang sangat penting dari keseluruhan proses
pembangunan nasional, sehingga penanganannya menjadi tanggung jawab kita
bersama.
2Pendidikan politik dapat dipahami sebagai salah satu fungsi politik yang
ditunaikan oleh struktur politik masyarakat untuk memberikan pemahaman
kepada masyarakat tentang nilai-nilai, simbol-simbol, keyakinan-keyakinan,
pandangan-pandangan tentang sistem politik melalui proses dialogik, terbuka,
kritis, rasional atau penyadaran. Dengan adanya pendidikan politik tersebut
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi
dalam kehidupan bernegara.
Salah satu upaya untuk membina generasi muda di bidang politik, yaitu
dengan mempersiapkan sejak awal, terutama sejak duduk di bangku sekolah.
Melalui pendidikan politik di sekolah, peserta didik akan memperoleh banyak
pengetahuan tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sekolah
memiliki peran penting dalam pembentukan sikap dan perilaku demokratis warga
negara.
Peran warga negara di bidang politik sangat penting, karena dapat
mewujudkan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat, serta kebebasan
berserikat. Kebebasan tersebut merupakan faktor penentu untuk menumbuhkan
kehidupan yang demokratis (Cholisin, 2004: 101). Suatu negara dapat dikatakan
sebagai negara demokratis apabila memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya
kepada warga negara untuk terlibat dalam  kegiatan penyelenggaraan negara.
Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung
hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang demokratis
perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya
3pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi (BSNP, Standar Isi). Warga negara yang
demokratis sebagai pendukung terwujudnya demokrasi yang stabil tidak akan
terbentuk dengan sendirinya, akan tetapi perlu diusahakan secara terencana,
sistematis, terpogram dan terus menerus terutama lewat pendidikan politik secara
formal (PKn) di sekolah.
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki
misi sebagai pendidikan politik. Soedijarto (dalam Cholisin, 2010: 2) mengartikan
bahwa PKn sebagai pendidikan politik bertujuan untuk mengembangkan warga
negara yang baik, yaitu warga negara yang ikut berpartisipasi secara aktif dan
bertanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengembangan
warga negara yang baik tersebut dapat pula dilihat dari tujuan yang diharapkan
dari mata pelajaran PKn.
Dalam Standar Isi Mata Pelajaan PKn dikemukakan bahwa tujuan dari
mata pelajaran Kewarganegaraan ialah untuk membentuk kemampuan:
1. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu
kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara
cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta
anti-korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri
berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup
bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi (Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun
2006).
Pembentukan karakter warga negara yang kritis, kreatif, partisipasif,
demokratis, bertanggung jawab inilah yang diharapkan dapat mendorong
efektivitas sistem politik demokrasi di Indonesia sesuai dengan misi PKn sebagai
4pendidikan politik. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik ini
sangat berperan dalam upaya untuk membina warga negara yang berbudaya
politik yang matang. Mereka tidak hanya tahu akan hak dan kewajibannya sebagai
seorang warga negara, akan tetapi mereka akan bersikap dan berpenilaian yang
dapat mendukung terwujudnya sistem politik nasionalnya.
Keberhasilan dari implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran
PKn tidak akan terlepas dari peran guru PKn. Guru PKn merupakan aktor
sosialisasi politik di sekolah yang berkewajiban untuk memberikan pendidikan
politik yang rasional, cerdas, dan  santun kepada peserta didik. Oleh karena itu,
guru PKn dituntut untuk memahami dan menguasai materi, struktur, konsep, dan
pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran PKn serta mampu
menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang demokratis, partisipasif, dan
menyenangkan bagi peserta didik. Pemahaman dan penguasaan guru PKn tentang
materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran
PKn ini akan sangat mempengaruhi kemampuan guru dalam memilih dan
mengolah strategi pembelajaran yang dapat mendukung terwujudnya peserta didik
pada penguasaan tiga aspek Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi
pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan yang baik sebagai
pendukung sistem politik nasionalnya.
Guru sebagai dessiminator nilai, norma, dan perilaku politik dituntut
mempunyai profesionalisme yang mapan. Aktualisasi profesionalisme itu antara
lain dapat dilihat dari perspektif orientasi politik guru ketika menjalankan peran
penanggung jawab (berdasarkan kompetensi) pendidikan politik secara formal di
5sekolah. Jika guru hanya berorientasi pada pencapaian target kurikulum yang telah
ditetapkan oleh pemerintahan birokrasi, maka biasanya mereka bersikap sebagai
intelektual organik, bagian dari birokrasi dan state society. Namun jika guru
berperan sebagai agency maka dia akan bertindak sebagai pengembang
kurikulum. Biasanya guru mempunyai otoritas dalam melaksanakan tugas,
berorientasi pada civil society, kreatif dalam mengembangkan hidden curriculum,
sehingga pendidikan politik bertujuan untuk national building (Sihabudin Zuhri,
2010:21). Dalam hal ini, maka peran guru yang diharapkan adalah peran guru
sebagai agency dan mempunyai orientasi pada civi society yang dapat mendukung
terwujudnya budaya demokrasi.
Namun kenyataannya, perilaku masyarakat Indonesia sampai saat ini
belum mencerminkan sikap dan perilaku yang demokratis. Ini berarti bahwa
implementasi pendidikan politik selama ini belum berhasil dalam
mengembangkan budaya demokratis. Sebagaimana dikemukan oleh Suyata
(2011: 1) gambaran suram masyarakat Indonesia masih dapat dirasakan hingga
saat ini. Kita menyaksikan ada dan berkembangnya fragmentasi kehidupan,
menguatnya egoisme pribadi dan kolektif, marak dan meluasnya aneka konflik,
rusaknya komunitas moral, banyaknya praktik tanpa acuan teori dan teori tanpa
implementasi, dan meluasnya aneka kesenjangan yang mengisi pemberitaan
media publik. Identitas karakter bangsa semakin tidak jelas, nyaris kehilangan jati
diri.
Untuk memperkokoh tegaknya demokrasi, perhatian yang lebih besar
kepada kaum remaja untuk pendidikan politik menjadi kian penting. Demokrasi
6hanya diisi dengan segala macam potret palsu tentang perhatian kepada rakyat,
ketika kaum remaja sebagai generasi penerus bangsa tidak diikutsertakan dalam
mencerna dunia dan masalah-masalahnya. Untuk itu pendidikan politik yang pada
saatnya mempengaruhi perilaku politik para peserta didik sebagai pemula yang
berdasarkan kepentingan kaum remaja sendiri sangat dibutuhkan dan diperlukan
(Sihabudin Zuhri, 2010: 21-22).
Dunia pendidikan telah melupakan tujuan utama pendidikan yaitu
mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara simultan dan
seimbang. Dunia pendidikan kita telah memberikan porsi yang sangat besar untuk
pengetahuan, tetapi melupakan pengembangan sikap/nilai dalam
pembelajarannya. Dunia pendidikan sangat meremehkan mata-mata pelajaran
yang berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa.
Komaruddin Hidayat (dalam Ubaedillah, A, dkk, 2008: ix) menyatakan
bahwa semula harapan dan keyakinan kita amat tinggi bahwa gerakan reformasi
dapat menyembuhkan degradasi moral bangsa serta mampu menciptakan
kemakmuran negeri. Namun kenyataannya, reformasi yang mengusung wacana
demokrasi, penegakan HAM dan masyarakat madani ternyata masih belum
mampu menghilangkan perilaku-perilaku tidak demokratis dan beradab
peninggalan masa lalu. Masih sering kita menjumpai perilaku dan tindakan-
tindakan yang tidak demokratis, seperti politik uang (money politics), angka
korupsi yang masih tinggi, dan penggunaan simbol-simbol primordial (agama,
budaya, dan suku) untuk tujuan-tujuan politik sesaat. Bahkan, unsur terakhir ini
7kerap kali berpotensi mengancam keutuhan Indonesia sebagai bangsa yang
majemuk dan besar.
Di Indonesia masih banyak masyarakat yang awam tentang politik,
sehingga dibutuhkan sebuah model pendidikan kewarganegaraan yang mampu
memberikan pemahaman, kesadaran kepada masyarakat sehingga masyarakat
terbebas dari ketidaktahuan tentang politik. Dua alasan, menurut Azyumardi Azra
(2002: 157), mengapa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kebutuhan
mendesak bagi bangsa Indonesia ialah:
Pertama, meningkatnya gejala dan kecenderungan political illiteracy,
tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan
lembaga-lembaganya di kalangan warga negara.
Kedua, meningkatnya apatisme politik (political apathism) yang
ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-
proses politik.
Berbagai persoalan di atas, menjadi tugas kita bersama terutama guru PKn
dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang ada sehingga tujuan PKn
dapat diwujudkan. Seperti yang dikemukakan oleh Samsuri (2011:378-379),
konseptualisasi yang ideal dari standar isi Pendidikan Kewarganegaraan dan
pilihan-pilihan model pembelajaran-pembelajaran yang bagus, akan tergantung
kepada bagaimana guru pendidikan kewarganegaraan mengimplementasikannya.
Dari sini jelas, bahwa garda terdepan untuk mencapai keberhasilan misi
pendidikan kewarganegaraan paradigma baru terutama terletak pada kerjasama
guru untuk selalu inovatif dan kreatif melakukan pengembangan model
pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang bebas indoktrinasi, dominasi,
dan hegemoni tafsir  pragmatis kekuasaan rezim.
8Kabupaten Bantul dapat dikatakan sebagai kabupaten yang berprestasi
dalam dunia pendidikan. Prestasi tersebut dapat dilihat dari tingkat kelulusan
SMA Kabupaten Bantul tahun 2010/2011 tertinggi se-DIY. Adapun data hasil
kelulusan Ujian Nasional tahun 2010/2011 SMA di Kabupaten Bantul
digambarkan sebagai berikut:
Tabel 1. Data Hasil Kelulusan Ujian Nasional Tahun 2010/2011
SMA di Kabupaten Bantul
TAHUN SMA
PESERTA LULUS TIDAK LULUS % LULUS
2010 3979 3941 38 99,04
2011 3781 3769 12 99,68
Sumber: Dinas Pendidikan Mengengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, 2012
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 peserta
Ujian Nasional di SMA Kabupaten Bantul sebanyak 3979 siswa. Dari 3979 siswa
tersebut, 38 siswa dinyatakan tidak lulus Ujian. Sedangkan jumlah siswa yang
lulus Ujian Nasional sebanyak 3941 siswa atau  99,04%. Sementara pada tahun
2011 peserta Ujian  Nasional sebanyak 3781 siswa. Dari 3781 siswa tersebut, 12
siswa dinyatakan tidak lulus Ujian Nasional. Sedangkan 3769 siswa atau 99,68%
dinyatakan lulus Ujian Nasional. Berarti jika dibandingkan antara jumlah siswa
yang lulus Ujian Nasional  tahun 2010 dan tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah
siswa yang lulus Ujian Nasional dari 99,04% menjadi 99,68%.
Namun, dengan prestasi yang diperoleh SMA-SMA di Kabupaten Bantul
tersebut ternyata masih ditemukan adanya suatu permasalahan dalam
pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik. Berdasarkan hasil pra survei
dengan beberapa guru PKn dan siswa di SMA N Kabupaten Bantul (wawancara
tanggal 18-21 Januari 2011) dapat diketahui bahwa selama ini pembelajaran PKn
9sebagai pendidikan politik lebih banyak  memfokuskan pada pengembangan
pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) apabila dibandingkan dengan
pengembangan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) dan karakter
kewarganegaan (civic dispositions).
Kenyataan di atas dapat dilihat juga dari strategi pembelajaran yang sering
digunakan oleh guru adalah strategi pembelajaran dengan pendekatan ekspositori.
Dimana dalam proses pembelajaran,  penggunaaan metode ceramah masih
dominan dan biasanya dikombinasikan dengan metode tanya jawab. Siswa
diminta untuk mendengarkan ceramah guru dan guru lah yang aktif memberikan
penjelasan atau informasi pembelajaran secara terperinci tentang materi
pembelajaran. Meskipun terkadang guru juga menggunakan metode pembelajaran
yang bervariasi, seperti diskusi. Namun materi diskusi yang dilakukan lebih
bersifat subject oriented bukan problem oriented.
Pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik yang lebih banyak
memfokuskan pada pengembangan civic knowledge hanya akan mengakibatkan
terjadinya kesenjangan antara teori dan praktik dalam realitas sosial politik.
Sehingga hal ini akan berdampak pada semakin sulitnya seorang guru untuk
menumbuhkan sikap dan perilaku demokratis pada diri peserta didik.
Berangkat dari pemaparan di atas, ternyata masih terdapat banyak masalah
terkait implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PKn guna
pengembangan budaya demokratis. Sehingga dalam hal ini perlu kiranya
dilakukan penelitian guna mencari benang merah perrmasalahan  tentang
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implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PKn guna pengembangan
budaya demokratis, khususnya di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasikan beberapa masalah
sebagai berikut:
1. Banyak dijumpai perilaku dan tindakan-tindakan yang tidak
demokratis.
2. Implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PKn selama ini
belum berhasil dalam mengembangkan budaya demokratis.
3. Pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik lebih berorientasi pada
pengembangan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge).
4. Guru PKn masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan aspek
keterampilan kewarganegaraan (civic skills) dan karakter
kewarganegaran (civic disposition).
5. Masih banyak guru PKn yang mengajar dengan metode konvensional
yaitu ceramah.
6. Materi yang disajikan cenderung bersifat subject oriented bukan
problem oriented.
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C. Batasan Masalah
Adapun dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang telah
disebutkan pada identifikasi masalah dengan maksud agar penelitian lebih
terfokus pada permasalahan utama yang hendak diteliti, yaitu:
Implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PKn selama ini
belum berhasil dalam mengembangkan budaya demokratis.
Pembatasan masalah sebagaimana diungkapkan di atas didasarkan pada
rasionalitas argumentatif bahwa PKn merupakan aspek pendidikan politik yang
berfungsi untuk memelihara dan mengembangkan sistem politik nasional, yaitu
sistem politik demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, mengimplementasikan
pendidikan politik dalam pembelajaran PKn akan mampu menyiapkan peserta
didik menjadi warga negara yang demokratis sebagai pendukung terwujudnya
demokrasi yang stabil.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan
masalah sebagai berikut:
Bagaimanakah implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PKn
guna pengembangan budaya demokratis di SMA Negeri se-Kabupaten
Bantul?
Dari rumusan masalah di atas dikembangkan menjadi sub-sub masalah
sebagai berikut:
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1. Bagaimanakah pemahaman guru PKn tentang PKn sebagai pendidikan
politik?
2. Bagaimanakah pemahaman guru PKn tentang budaya demokrasi?
3. Bagaimanakah implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam
perencanaan proses pembelajaran?
4. Bagaimanakah implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam
pelaksanaan proses pembelajaran?
5. Bagaimanakah implementasi penilaian hasil pembelajaran PKn sebagai
pendidikan politik?
E. Tujuan Penelitian
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui implementasi
pendidikan politik dalam pembelajaran PKn guna pengembangan budaya
demokratis di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul. Sementara itu, secara khusus
penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui pemahaman guru PKn tentang PKn sebagai pendidikan
politik
2. Mengetahui pemahaman guru PKn tentang budaya demokrasi.
3. Mengetahui implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam
perencanaan proses pembelajaran.
4. Mengetahui implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam
pelaksanaan proses pembelajaran.
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5. Mengetahui implementasi penilaian hasil pembelajaran PKn sebagai
pendidikan politik.
F. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara
teoretis maupun praktis.
1. Manfaat Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah
ilmu pengetahuan dan pengembangan pengetahuan tentang implementasi
pendidikan politik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan guna
pengembangan budaya demokratis.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai
bahan masukan agar Dinas Pendidikan lebih giat untuk memberikan
pelatihan kepada guru sebagai aktor sosialisasi politik di sekolah supaya
lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran
yang demokratis, partisipasif, dialogis, dan menarik bagi peserta didik.
b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan
masukan guna lebih meningkatkan kualitas pembelajaran PKn di sekolah
dan mencari solusi terhadap permasalahan dalam implementasi pendidikan
politik dalam pembelajaran PKn guna pengembangan budaya demokratis.
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c. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman
sebagai bekal apabila nanti terjun sebagai seorang pendidik.
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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Tinjauan Tentang Pendidikan Kewarganegaraan
1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana
melalui proses pengajaran dan pelatihan agar peserta didik mengembangkan
kemampuan dan potensi dirinya. Maka dari itu pendidikan di Indonesia
diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang
memiliki komitmen kuat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut
adalah dengan menerapkan mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di
berbagai jenjang pendidikan.
Nu’man Somantri (1976: 54) memberikan pengertian PKn adalah program
pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-
sumber pengetahuan lainnya, positive influence pendidikan sekolah, masyarakat,
orangtua, yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berpikir
kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup
demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pendapat lain
dikemukakan Cholisin (2004: 10), bahwa PKn adalah aspek pendidikan politik
yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara
kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai
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dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat
diandalkan oleh bangsa dan negara.
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 yang merupakan perubahan atas UU No.
2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) hanya memperkenalkan
Pendidikan Kewarganegaraan. Sebab pada UU sebelumnya yakni dalam pasal 39
ayat 2 UU No. 2 Tahun 1989 tentang SPN dikenalkan juga Pendidikan Pancasila.
Penamaan ini memang sejalan dengan pemikiran akademis. Sebab dimanapun
yang namanya PKn mesti harus mengandung nilai-nilai dasar sebagai prasyarat
kehidupan bersama yang dicita-citakan (great ought), yang meliputi ideologi,
sistem pemerintahan sendiri, HAM dan commons good (kebaikan-kebaikan yang
diakui bersama termasuk adat istiadat) (Cholisin: 2004: 8-9).
Zamroni (dalam Ubaedillah, A, dkk, 2008: 9) mengemukakan bahwa
Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk
mempersiapkan peserta warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak
demokratis. Melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru
tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan yang paling
menjamin hak-hak warga masyarakat.
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran
yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu
melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia
yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD
1945 (Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006).
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Dari berbagai pengertian PKn di atas, dapat dinyatakan bahwa ciri-ciri
PKn adalah
a. merupakan program pendidikan; b. materi pokoknya adalah demokrasi
politik atau peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara ditambah unsur lain yang mempunyai unsur
positif terhadap pengembangan peranan tersebut, baik yang berasal dari
keluarga, sekolah dan masyarakat, c. tujuannya membina peranan warga
negara agar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan konstitusi
(Cholisin, 2004: 9-10).
Menurut Sartono Kartodirdjo, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi
nation and character building. Yakni membangun karakter manusia Indonesia
yang Pancasilais, karena ideologi Pancasila merupakan identitas bagi bangsa
Indonesia. Selain berdimensi identitas, Pancasila juga berdimensi humanitas (sila
kedua dan keempat) dan universalitas (sila pertama dan keempat) (Cholisin,
2010:1).
Pengembangan peran warga negara (hak-kewajiban) baik di bidang politik,
hukum, ekonomi dan sosial budaya merupakan substansi hubungan warga negara
dengan negara. Pengembangan hubungan warga negara dengan negara ini
merupakan focus of interest (pusat perhatian/objek forma Pkn). Dengan kata lain
substansi materi PKn adalah demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan
demokrasi sosial (Cholisin, 2010: 1-2).
PKn sebagai pendidikan politik terikat nilai (value based), nilai
pengikatnya adalah sistem politik nasional yakni demokrasi berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 serta kebiasaan-kebiasaan yang baik (common good) dalam
masyarakat Indonesia (Cholisin, 2006: 13). Substansi PKn meliputi pengetahuan
kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills),
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dan karakter kewarganegaraan (civic dispositions) sebagai pendukung berjalannya
sistem politik yang ideal.
a. Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge)
Pengetahuan Kewarganegaraan (civics knowledge) berkaitan dengan
kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara (Branson,
Margaret S., dkk, 1999: 8-9). Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui
oleh warga negara berkaitan dengan hak-kewajiban/peran sebagai warga negara
dan pengetahuan yang mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintahan
dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam Pancasila dan
UUD 1945, maupun yang telah menjadi konvensi dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara – cara
kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara
damai dalam masyarakat internasional.
b. Keterampilan Kewarganegaraan (Civic Skills)
Keterampilan kewarganegaraan (civic skills) merupakan keterampilan
yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang
diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam
menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara (Cholisin,
2005: 4). Keterampilan kewarganegaraan meliputi keterampilan intelektual
(intelectual skills) dan keterampilan berpartisipasi (participation skills).
Menurut CCE (Center For Civic Education) unsur-unsur yang ada pada
masing-masing keterampilan adalah sebagai berikut:
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1) Keterampilan intelektual, meliputi meliputi mengidentifikasi,
menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, mengambil
dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah publik.
2) Keterampilan partisipasi, meliputi berinteraksi, memantau/memonitor,
dan mempengaruhi proses politik.
(Cholisin, 2004: 20)
Keterampilan kewarganegaraan yang meliputi keterampilan intelektual dan
keterampilan berpartisipasi akan sangat berperan guna mewujudkan demokrasi
yang stabil. Mengingat bahwa demokrasi yang stabil membutuhkan partisipasi
warga negara dalam kehidupan bernegara. Sehingga apabila warga negara
memiliki kemampuan untuk menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi,
mengambil pendapat, memantau, mempengaruhi proses politik pemerintah, baik
secara formal maupun informal maka mereka akan menjadi warga negara yang
partisipasif dan menjauhkan negara dari praktik pemerintahan yang otoriter.
c. Karakter Kewarganegaraan (Civic Dispositions)
Karakter kewarganegaraan (civic dispositions) merupakan watak atau sifat
– sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas
partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya
martabat dan harga diri (Cholisin, 2011: 7). Komponen mendasar ketiga dari civic
education adalah watak-watak kewarganegaraan (civic disposition) yang
mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi
pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak-watak
kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara
perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang
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di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi civil society (Branson,
Margaret S., dkk, 1999: 23).
Secara singkat karakter publik (kemasyarakatan) dan privat (pribadi)
dideskripsikan sebagai berikut:
1) Menjadi anggota masyarakat yang independen.
2) Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang
ekonomi dan politik.
3) Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.
4) Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan
bijaksana.
5) Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat.
(Branson, Margaret S., dkk. 1999: 23-25)
Berdasarkan berbagai pendapat tentang pengertian PKn di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan
pada pengembangan warga negara yang cerdas (memiliki pengetahuan
kewarganegaraan), terampil (berpikir kritis dan berpartisipasi) dan berkarakter
(loyal kepada bangsa dan negara, memiliki kebiasaan berpikir dan bertindak
sesuai dengan  Pancasila dan UUD 1945, dapat hidup bersama dengan bangsa –
bangsa lain), sehingga diharapkan dapat terbentuk warga negara yang baik (good
citizen) sebagai pendukung berjalannya sistem politik yang ideal.
2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Secara sederhana tujuan PKn adalah membentuk warga negara yang lebih
baik (a good citizen) dan mempersiapkannya untuk masa depan (Cholisin,
2004:12). Warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami hak dan
kewajibannya sebagai seorang warga negara sehingga ia mampu berpartisipasi
serta bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
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Pada perkembangan terkini ada upaya untuk membuat rumusan tujuan
PKn mengacu pada kompetensi. Rumusan dimaksud antara lain dapat disimak
sebagai berikut:
a. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) menurut
Margaret S. Branson, dkk (1999: 7) adalah partisipasi yang bermutu dan
bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di
tingkat lokal, negara bagian, dan nasional.
b. Menurut CCE (Center For Education), apabila dicermati rumusan
tujuan PKn adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab
dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal maupun
nasional. Untuk dapat berpartisipasi maka perlu dibekali pengetahuan
kewarganegaraan (Civic Knowledge), keterampilan kewarganegaraan
(Civic Skills) dan karakter kewarganegaraan (Civic Dispositions).
Keterampilan kewarganegaraan meliputi keterampilan intelektual
(intellectual skills) dan keterampilan partisipasi (participation skills)
(Cholisin, 2004:19).
c. Parker & Jarolimek (dalam Cholisin, 2004: 19) mengemukakan bahwa
tujuan PKn adalah membentuk warga negara yang baik, yakni warga
negara  yang demokratis. Kompetensi yang harus ada dalam diri warga
negara demokratis ini adalah: memiliki informasi, keterampilan yang
berhubungan dengan masyarakat yang bebas yang komitmen terhadap
nilai-nilai demokratis dan mampu menghayati kewajiban untuk
berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial.
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d. Ubaedillah, A, dkk (2008: 10-11) berpendapat bahwa Pendidikan
Kewargaan bertujuan untuk membangun karakter (character building)
bangsa Indonesia yang antara lain:
1) Membentuk kecakapan partisipasif warga negara yang bermutu dan
bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2) Menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan
demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan
integritas bangsa.
3) Mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu
kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab.
e. Dalam Standar Isi Mata Pelajaran PKn, mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan
sebagai berikut:
1) Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu
kewarganegaraan.
2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak
secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, serta anti-korupsi.
3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri
berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat
hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia
secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi (Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun
2006).
Pendidikan Kewarganegaraan ini tidak hanya berupaya untuk
mengembangkan peserta didik menjadi pribadi yang unggul secara intelektual.
Namun juga berupaya mengembangkan keterampilan dan karakter
kewarganegaraan secara seimbang sehingga diharapkan tujuan Pendidikan
Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik dapat tercapai.
Karakter warga negara yang baik inilah yang nantinya memiliki peranan penting
dalam mendorong efektifitas sistem politik demokrasi di Indonesia.
23
B. Tinjauan Tentang PKn sebagai Pendidikan Politik
1. Pengertian Pendidikan Politik
Pendidikan politik merupakan faktor penting bagi terbentuknya sikap
politik warga negara yang akan mendukung berfungsinya sistem pemerintahan
yang sehat. Pentingnya pendidikan politik ini seperti dinyatakan oleh Dahl
(Cholisin, 2004: 15) berikut ini:
Satu kriteria utama untuk proses demokrasi adalah pemahaman yang
cerah: dalam batas –batas waktu yang masuk akal, setiap warga negara
harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk belajar mengenai
kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan akibat-akibatnya.
Sementara itu, istilah pendidikan politik dalam beberapa literatur dijumpai
sebagai political education. Menurut Ramlan Surbakti (2007:117), pendidikan
politik merupakan suatu proses dialogik di antara pemberi dan penerima pesan.
Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-
nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negara dari berbagai pihak dalam
sistem politik, seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.
Pendapat lain dikemukakan oleh Rusadi Kantaprawira (1992: 55), yang
menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan salah satu fungsi politik yang
ditunaikan oleh struktur politik masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan
politik rakyat dan agar rakyat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem
politik politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi rakyat
harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Ahli lain, yaitu Alfian (1978:235)
mengemukakan bahwa sosialiasi politik atau pendidikan politik dalam arti kata
yang longgar adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari.
Disadari atau tidak, diketahui atau tidak, hal itu dialami oleh semua anggota
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masyarakat baik penguasa ataupun orang awam. Sedangkan dalam arti kata yang
lebih ketat, Alfian (1978: 235) mengemukakan sebagai berikut:
Pendidikan politik dalam arti kata yang lebih ketat dapat diartikan sebagai
usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat
sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung
dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.
Menurut pendapat Almond dan Verba, manfaat pendidikan politik dapat
melatih warga negara agar meningkat partisipasi politiknya. Lewat pendidikan
politik individu diajarkan bagaimana mereka mengumpulkan informasi dari
berbagai media massa, diperkenalkan mengenai struktur politik, lembaga-lembaga
politik, dan lembaga-lembaga pemerintahan (Sunarso, 2007: 23).
Dari beberapa pendapat para ahli dapat diambil suatu kesimpulan
mengenai definisi pendidikan politik, bahwa pendidikan politik dapat dipahami
sebagai salah satu fungsi politik yang ditunaikan oleh struktur politik masyarakat
untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai, simbol-
simbol, keyakinan-keyakinan, pandangan-pandangan tentang sistem politik
melalui proses dialogik, terbuka, kritis, rasional atau penyadaran. Dengan adanya
pendidikan politik tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat
untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara.
2. Sosialisasi Politik
a. Pengertian dan Sarana-sarana Sosialisasi Politik
Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi
politik. Nilai-nilai politik yang disosialisasikan adalah yang berkembang dalam
kehidupan masyarakat (Cholisin, dkk, 2007: 113). Sedangkan menurut M. Rush,
sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu
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belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan
persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (Miriam Budiardjo, 2008:
407).
Suatu definisi lain dirumuskan oleh Mohtar Mas’oed & Colin
MacAndrews (2008: 42) yang menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah bagian
dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang
menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota berpartisipasi dalam
sistem politiknya. Di samping itu sosialisasi politik juga merupakan sarana bagi
suatu generasi untuk “mewariskan” patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan
politik kepada generasi sesudahnya. Dalam ilmu politik sosialisasi politik
diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan
orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya dalam masyarakat di mana ia
berada (Miriam Budiardjo, 2008: 407).
Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi
politik merupakan suatu proses bagaimana masyarakat belajar mengenai sistem
politiknya sehingga akan terbentuk suatu sikap dan orientasi masyarakat yang
akan menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat
berpartisipasi dalam sistem politiknya. Sosialisasi politik ini akan berjalan terus
menerus sepanjang hidup seseorang, mulai dari masa kanak-kanak hingga ia
sudah tua.
Sebagai acuan dalam proses sosialisasi politik dan sebagai pengukur
keberhasilan sosialisasi politik yang telah berlangsung dapat dikaji dengan
menggunakan teori sistem politik. Seperti diungkapkan oleh Prewitt & Dawson
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(Cholisin, 2000: 6.3-6.5) teori sosialisasi politik memiliki tugas untuk menemukan
dan menjelaskan keterkaitan proses dan hasil sosialisasi politik dengan stabilitas
politik, demokrasi, kompetensi partai politik, keadilan dan persamaan. Teori
sosialisasi politik yang melihat pada level warga negara secara individual paling
tidak dikenal teori sistem (system theory) dan hegemonik (hegemonic theory). Di
samping itu, ada teori sosialisasi politik yang melihat dari aspek pola-pola belajar
politik yang terkait dengan perkembangan sosial dan pribadi, yaitu psikodinamik
(psychodinamic theory), teori belajar sosial (social learning theory), dan teori
perkembangan kognisi/kognitif (cognitive development theory).
Sosialisasi politik dapat dinyatakan sebagai proses mewariskan,
memelihara bahkan mengubah budaya politik suatu bangsa. Bagi bangsa
Indonesia budaya politik yang hendak diwariskan adalah budaya politik partisipan
yang sesuai dengan nilai-nilai budaya politik Pancasila dan UUD 1945. Sosialisasi
politik yang dilakukan pun sebaiknya yang dapat mendukung pengembangan
budaya demokrasi. Oleh karena itu, sosialisasi politik yang tepat adalah mengacu
pada teori sistem (sistem theory) dan teori belajar sosial. Sedangkan teori
psikodinamik dan perkembangan kognitif digunakan untuk melengkapinya.
Sosialisasi politik dapat dijalankan melalui bermacam-macam sarana.
Menurut Mohtar Mas’oed & Collin MacAndrews (2008: 46-49), sarana-sarana
sosialisasi politik meliputi:
1) Keluarga. Pengaruh dari keluarga ini adalah dalam hal pembentukan
sikap terhadap wewenang kekuasaan (authority).
2) Sekolah. Sekolah memberi pengetahuan kepada kaum muda tentang
dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sekolah juga merupakan
saluran pewarisan nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakatnya.
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3) Kelompok pergaulan. Kelompok pergaulan ini mensosialisasikan
anggota-anggotanya dengan cara mendorong atau mendesak mereka
menyesuaikan diri terhadap sikap-sikap atau tingkah laku yang dianut
kelompoknya itu.
4) Pekerjaan. Individu-individu mengidentifikasi diri dengan suatu
kelompok tertentu seperti serikat buruh, dan menggunakan kelompok
itu sebagai “acuan” (reference) dalam kehidupan politik.
5) Media massa. Disamping memberikan informasi tentang peristiwa-
peristiwa politik, media massa juga menyampaikan, langsung maupun
tidak, nilai-nilai utama yang dianut masyarakat.
6) Kontak-kontak politik langsung. Tidak peduli betapa positif pandangan
terhadap sistem politik yang telah ditanamkan oleh keluarga atau
sekolah, tetapi bila seseorang diabaikan oleh partainya, ditipu oleh
polisi, kelaparan tanpa ditolong, dan dipaksa masuk wajib militer,
pandangannya terhadap dunia politik sangat mungkin berubah.
Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi
politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik dalam sebuah
masyarakat, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan
nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang dilakukan oleh bermacam-macam agen,
seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah (mulai dari Taman Kanak-
Kanak sampai Perguruan Tinggi), lingkungan pekerjaan dan, tentu saja, media
massa, seperti radio, TV, surat kabar, majalah, juga internet (Afan Gaffar, 2006:
118).
Pkn sebagai pendidikan politik merupakan salah satu bentuk sosialisasi
politik yang dilaksanakan lewat sekolah. Melalui mata pelajaran ini, peserta didik
diajarkan mengenai hak-kewajiban warga negara, sistem politik, budaya politik,
otonomi daerah, partai politik, dan lain sebagainya, yang pada gilirannya
diharapkan peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara secara bertanggungjawab.
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Sosialisasi politik atau belajar politik lewat sekolah sering dinyatakan
lebih bermakna dibandingkan lewat agen yang lain. Meskipun tidak dapat
dipungkiri bahwa keberhasilan sosialisasi politik lewat sekolah juga dipengaruhi
oleh agen-agen yang lain. Sosialisasi politik lewat sekolah terutama lewat PKn
memiliki karakteristik antara lain: terprogram (terencana) dan sistematis,
sebagaimana tercermin dalam kurikulum, juga memiliki karakteristik sebagai
tempat berpadunya atau berinteraksinya orientasi politik yang diperoleh dalam
sosialisasi politik lewat agen yang lain. Sehingga dalam sosialisasi politik di
sekolah, dapat bersifat mempertajam atau memperluas orientasi politik yang telah
dimiliki subjek didik, dan atau meluruskan sejalan dengan aturan main dalam
politik yang berlaku dan prinsip-prinsip ilmiah (Cholisin, 2000: 9.14). Berkenaan
dengan hal, maka sekolah memiliki tanggung jawab untuk memberikan
pendidikan politik secara benar kepada peserta didik, sehingga peserta didik
mampu memahami, menghayati dan melaksanakan hak dan kewajibanya sebagai
warga negara.
b. Tipe-tipe Sosialisasi politik
Afan Gaffar (dalam Cholisin, 2009: 8-10) menyatakan bahwa paling tidak
dikenal 2 tipe sosialisasi politik, yaitu sosialisasi politik langsung dan sosialisasi
politik tidak langsung.
1) Sosialisasi politik langsung
Dikatakan sebagai sosialisasi politik langsung apabila seseorang
menerima/mempelajari nilai-nilai, informasi, pandangan-pandangan,
keyakinan-keyakinan mengenai politik secara eksplisit. Misalnya, individu
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secara eksplisit mempelajari budaya politik, sistem politik, konstitusi,
partai politik, dan lain sebagainya.Belajar politik yang termasuk dalam
kategori tipe sosialisasi politik secara langsung, antara lain imitation
(meniru), anticipatory socialization (sosialisasi antisipatori), political
education (pendidikan politik), political experience (pengalaman politik)
(Cholisin, 2000: 6.7-6.8).
2) Sosialisasi politik tidak langsung
Dikatakan sosialisasi politik tidak langsung apabila individu
pertama kali memperoleh atau mewarisi hal-hal yang bersifat non-politik
akan tetapi hal-hal yang bersifat non-politik ini pada gilirannya akan
mempengaruhi sikap-sikapnya di bidang politik. Belajar politik yang
termasuk dalam kategori tipe sosialisasi politik tidak langsung, meliputi
interpersonal transference (pengalihan hubungan pribadi), apprenticeship
(magang), generalization (Cholisin, 2000: 6.6-6.7).
Intensif tidaknya sosialisasi politik lebih ditekankan pada akibat yang
ditimbulkannya apakah bersifat positif atau tidak, bukan pada cara langsung atau
tidak langsung. Perbedaan sosialisasi politik dalam kedua tipe tersebut,
dimaksudkan untuk membedakan kecenderungan belajar politik dari isi politik
secara spesifik atau tidak.
Pkn sebagai pendidikan politik di sekolah, maka konsekuensinya akan
mengutamakan tipe sosialisasi politik secara langsung. Isi sosialisasi
mengutamakan orientasi politik yang bersifat eksplisit, diprogram sebagaimana
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yang tercermin dalam kurikulum, pola belajar politik bersifat terbuka, rasional,
dan arahnya untuk mewujudkan warga negara yang baik.
3. PKn Sebagai Pendidikan Politik
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Pkn sebagai
pendidikan politik merupakan salah satu bentuk sosialisasi politik yang dilakukan
lewat sekolah. Dilihat dari tipe sosialisasi politik, maka PKn termasuk dalam tipe
sosialisasi politik secara langsung, karena peserta didik menerima/mempelajari
nilai-nilai, informasi, pandangan-pandangan, keyakinan-keyakinan mengenai
sistem politik secara eksplisit. James Coleman (dalam Cholisin, 2004: 10)
menyatakan bahwa PKn atau latihan kewarganegaraan (civic training) merupakan
bagian dari pendidikan politik yang menekankan bagaimana seorang warga negara
yang baik berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsanya.
Menurut pendapat Renshon (dalam Cholisin, 2000: 6.3), PKn sebagai
pendidikan politik berarti menyangkut belajar dan mengajar tentang politik dan
tentang aktor politik. Dalam hal tertentu pendidikan politik sangat memperhatikan
tentang distribusi kekuasaan untuk memajukan rakyat.  Sementara itu, pendapat
lain dikemukakan oleh Cholisin (2000: 6.3) yang menyatakan bahwa PKn sebagai
pendidikan politik merupakan bagian sosialisasi politik yang formal dan
direncanakan (pendidikan politik) yang akan menekankan pada kemampuan
berpartisipasi warga negara dalam kehidupan politik nasionalnya dalam rangka
memajukan rakyat. Dari pendapat tersebut dapat ditegaskan bahwa PKn sebagai
pendidikan politik merupakan pendidikan yang sangat penting untuk diberikan
kepada warga negara dengan tujuan bukan hanya untuk menyadarkan warga
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negara tentang kehidupan politik, akan tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi
warga negara dalam kehidupan politik sebagai upaya untuk mendukung
pelaksanaan sistem demokrasi yang stabil.
PKn sebagai pendidikan politik merupakan salah satu bentuk sosialisasi
politik telah lama memiliki teori yang sangat kuat dan jelas. Dikatakan kuat,
sampai dewasa ini tampak belum ada bantahan bahwa PKn (Civic
Education/Citizenship Education) menganut system theory. Bahkan diperkuat lagi
dengan teori pemberdayaan warga negara (citizen empowerment) melalui
pengembangan budaya kewarganegaraan (civic culture) dalam rangka
mengembangkan masyarakat kewargaan (civil society) (Cholisin, 2010: 2). Teori
sistem yang dianut PKn membawa konsekuensi PKn pada posisi untuk
kepentingan system maintenance (kemampuan sistem politik memelihara dan
mempertahankan dirinya secara terus-menerus) dan system persistence
(kemampuan sistem politik untuk bertahan secara terus menerus meski pun sambil
mengalami perubahan-perubahan) bagi sistem politik demokrasi Pancasila
(Cholisin, 2000: 6.19). Oleh karena itu dengan pola pikir yang demikian juga
dapat digambarkan batang tubuh keilmuan PKn (Cholisin, 2010: 3) seperti pada
diagram berikut ini.
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Gambar 1. Batang Tubuh Keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik merupakan suatu
bentuk sosialisasi politik yang berfungsi dalam rangka memelihara dan
mengembangkan sistem politik nasional (demokrasi Pancasila). Menurut pendapat
Cholisin (2009: 7), dalam sistem politik demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat
dilaksanakan sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945. Ini berarti
tipe budaya politik partisipan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya politik
Pancasila dan ketentuan-ketentuan UUD 1945 yang tepat ditransmisikan secara
turun-temurun dari suatu generasi ke generasi sesudahnya.
Pembentukan sikap dan perilaku warga negara demokratis yang sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 inilah yang hendak diwujudkan dari
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Begitu pula lewat Pendidikan
Kewarganegaraan diharapkan warga negara akan memiliki kesadaran akan hak
dan kewajibannya sebagai seorang warga negara, tetapi juga dikehendaki agar
warga negara dalam melaksanakan peranannya tidak menyimpang dari ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan di dalam konstitusi.
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4. Pendidikan Politik di Sekolah
Salah satu upaya untuk membina generasi muda di bidang politik, yaitu
dengan mempersiapkan sejak awal, terutama sejak duduk dibangku sekolah.
Menurut Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrew (2008: 47), sekolah memberi
pengetahuan kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di
dalamnya. Sekolah memberikan pandangan yang lebih konkrit tentang lembaga-
lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Sekolah juga merupakan
“saluran pewarisan” nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakatnya. Sekolah dapat
memegang peran penting pembentukan sikap-sikap terhadap “aturan permainan
politik” (rule of the political game) yang tak tertulis, seperti sekolah-sekolah
negeri di Inggris yang secara tradisional menanamkan nilai-nilai kewajiban
warganegara, hubungan politik informal dan integrasi politik.
Coleman menyebutkan peranan sistem persekolahan dalam bidang politik,
yaitu a. sosialisasi politik, yaitu sistem persekolahan merupakan institusi untuk
sosialisasi peserta didik terhadap budaya politik nasional; b. seleksi dan latihan
bagi kaum elit dalam bidang politik; c. integrasi dan pembangunan kesadaran
politik nasional. Sosialisasi politik sebenarnya bisa dilakukan oleh lembaga lain
seperti keluarga, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan media
massa, namun sekolah merupakan salah satu agen sosialisasi politik yang
terpenting. Melalui sekolah seleksi dilakukan kepada calon elit politik melalui
interaksi dan latihan berdemokrasi dan kepemimpinan (Sunarso, 2007: 22).
Menurut Prewitt dan Dawson (Cholisin, 2000: 9.16), pendidikan politik di
sekolah dapat dilaksanakan di kelas dan melalui aspek-aspek sekolah yang lain di
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luar kelas. Pelaksanaan di kelas lewat kurikulum, kehidupan ritual (ritual life),
dan melalui guru. Penjelasan masing-masing sebagai berikut:
a. Lewat Kurikulum
Kurikulum merupakan salah satu instrumen untuk sosialisasi politik,
yaitu sebagai perintis dan penguat nilai-nilai budaya politik masyarakat
maupun sistem politik nasional. Nilai-nilai budaya tersebut yang
merupakan nilai dasar atau prasyarat untuk berpartisipasi dalam
masyarakat maupun dalam sistem politik nasional, sebelum ditransfer
dilakukan penyeleksian bahan yang diperkirakan sangat penting untuk
membekali para siswa sebelum melakukan peran senyatanya dalam
masyarakat, atau bahan-bahan itu berkaitan dengan latihan
kewarganegaraan.
b. Lewat Kehidupan Ritual di Kelas
Sosialisasi lewat kehidupan ritual di kelas, terutama untuk: (a)
menanamkan patriotisme dan kesetiaan sehingga terbentuk orientasi
emosional yang mantap; (b) dijadikan basis pembentukan kesetiaan pada
segala umur warga negara; (c) memberikan pengalaman kolektif.
Pengalaman ini sangat penting bagi penanaman rasa kebangsaan,
pengikut setia, dan identifikasi gerakan sosial atau politik.
c. Lewat Guru
Guru sebagai penyebar nilai-nilai politik juga dapat mempengaruhi
perkembangan politik siswa dengan membentuk sejenis “budaya belajar”
atau “sistem sosial” dalam ruang kelas. Budaya belajar yang relevan
dengan politik yaitu “kepatuhan” dan “daya saing”. Guru dapat
menumbuhkan daya saing antara siswa yang satu dengan yang lain,
dengan menciptakan iklim kelas yang kondusif bagi tumbuhnya
pemikiran bebas, inisiatif, penalaran dan rasa ingin tahu siswa (Cholisin,
2000: 9.15-9.16-9.18).
Dari penjelasan mengenai cara sosialisasi politik di kelas yang terakhir,
dapat digambarkan bahwa seorang guru dapat dikatakan sebagai fasilitator
sosialisasi politik yang baik, apabila dapat mengelola kelas sedemikian rupa
sehingga terbentuk suasana yang seolah menggambarkan kehidupan politik yang
sebenarnya, atau menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi, sehingga
guru pun memakai tipe mengajar generator citizen (warga negara yang baik);
selalu bergerak/ memiliki sikap dalam mengambil suatu keputusan dan
melaksanakan keputusan tersebut (Cholisin, 2000: 9.18).
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Sedangkan pelaksanaan pendidikan politik di luar kelas yaitu melalui iklim
sosial di sekolah, organisasi politik pemuda dan akivitas ekstra kurikuler.
Penjelasannya adalah sebagai berikut:
a. Pencapaian Iklim Sosial di Sekolah
Maksudnya kelas sosial di sekolah, seperti etnis, rasial, dan agama
diasumsikan akan berpengaruh terhadap pandangan siswa terhadap
kelompok sosial dalam masyarakat yang lebih luas. Misalnya apabila
sekolah ingin menciptakan kerja sama dan harmonisasi, maka
komposisi pengurus dalam organisasi-organisasi sekolah (OSIS,
Pramuka, dan lainnya) harus memperhatikan kelas sosial di atas. Jika
tidak demikian dapat menimbulkan isolasi dan konflik.
b. Kegiatan Ekstra Kurikuler dan Organisasi Politik Pemuda
Misalnya kegiatan ekstrakurikuler itu berupa organisasi pelajar,
pramuka, klub olah raga, kelompok musik, dan kesenian. Melalui
kegiatan di atas, dapat berlangsung proses sosialisasi politik tak
langsung. Sedangkan pada kegiatan politik langsung lebih banyak
terjadi pada organisasi politik pemuda. Misalnya kelompok perdamaian
dan kelompok HAM yang ada di Amerika Serikat (Cholisin, 2000:
9.18-9.19).
Pkn sebagai pendidikan politik di sekolah lebih mengutamakan tipe
sosialisasi politik secara langsung. Isi sosialisasi politik mengutamakan orientasi
politik yang bersifat eksplisit, diprogram sebagaimana tercermin dalam
kurikulum, pola belajar terbuka, rasional, dan arahnya untuk mewujudkan warga
negara yang baik.
PKn merupakan aspek dari pendidikan politik /sosialisasi politik. Oleh
karena itu, materi PKn mencakup konsep-konsep yang penting dalam sosialisasi
politik.
Materi untuk kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
erat sekali hubungannya dengan kajian dalam bidang politik. Sedangkan kajian
dalam bidang ilmu politik sangat dipengaruhi oleh perkembangan real politik di
suatu negara, baik yang masuk dalam wilayah supra struktur politik maupun yang
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masuk infrastruktur politik. Pembelajaran dan kajian PKn yang mengabaikan
perkembangan dan dinamika politik akan kehilangan kontekstualitas, kehilangan
daya tarik, serta kurang bermanfaat bagi peserta didik (sebagai warga negara yang
seharusnya berperan aktif dalam kehidupan politik) (Nasiwan, 2006: 87). Oleh
karenanya, pemahaman dan penguasaan guru PKn pada berbagai persoalan politik
beserta dinamikanya dan perkembangannya adalah merupakan suatu keniscayaan,
dalam rangka untuk memiliki kompetensi akademik, kompetensi pedagogik,
kompetensi profesional sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dosen dan
guru.
Seorang guru PKn dianjurkan untuk dapat menganalisis berbagai persoalan
perkembangan kehidupan politik melalui berbagai pendekatan, yakni pendekatan
yuridis-formal dipadukan dengan pendekatan sosial (sosiologi)-politik. Dengan
menggunakan pendekatan tersebut seorang guru PKn dalam membahas dan
menjelaskan berbagai persoalan kehidupan politik menjadi lebih tajam,
komprehensif tidak hanya terpaku pada teks, atau fakta, peristiwa  fenomena
tetapi lebih dari itu dapat membaca kecenderungan lain yang ada di balik teks,
fakta, fenomena. Dengan demikian proses pembelajaran menjadi hidup, dinamis,
kontekstual serta lebih menarik perhatian siswa (Nasiwan, 2006:87-88).
Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan
implementasi pendidikan politik di sekolah tidak terlepas dari peran guru. Guru
merupakan aktor sosialisasi di sekolah dan berperan dalam menyebarkan nilai-
nilai politik. Oleh karena itu, agar implementasi pendidikan politik di sekolah
dapat berjalan secara efektif, maka pemahaman dan penguasaan guru tentang PKn
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sebagai pendidikan politik sangatlah penting. Dengan pemahaman dan
penguasaan guru yang tinggi tentang PKn sebagai pendidikan politik maka
diharapkan dalam implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PKn pun
juga akan tinggi. Diharapkan guru PKn dapat memberikan pendidikan politik
yang benar, rasional, dan santun serta dapat menghadirkan proses pembelajaran
yang demokratis, partisipasif, kontekstual, dan menarik bagi siswa. Dengan begitu
diharapkan bahwa tujuan PKn sebagai pendidikan politik untuk membentuk
warga negara yang demokratis dapat terwujud.
C. Tinjauan Tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
1. Konsep Pembelajaran
Pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses
tersebut diperlukan guru yang memberikan keteladanan, membangun kemauan,
dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip
ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma
pengajaran ke paradigma pembelajaran (Permendiknas No. 41 Tahun 2007).
Degeng (1989: 15) menjelaskan bahwa pembelajaran atau pengajaran
adalah upaya yang dilakukan guru untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian
ini secara mendalam dalam pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan,
mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan.
Instruction atau pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk
membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang,
38
disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses
belajar siswa yang bersifat internal.  Pembelajaran merupakan proses interaksi
peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Romiszowski ( Waluyo Adi, 2000: 5) mengemukakan bahwa
pembelajaran merujuk pada proses pengajaran berpusat pada tujuan yang dalam
beberapa hal dapat direncanakan sebelumnya, sehingga sifat dari proses
pembelajaran tersebut maka proses belajar akan menimbulkan perubahan perilaku
sesuai tujuan. Sementara itu, pendapat lain dikemukakan Sugihartono (2007: 80)
bahwa pembelajaran merupakan suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur
lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak didik sehingga
terjadi proses belajar. Lingkungan dalam hal ini tidak hanya ruang belajar, tetapi
juga meliputi guru, alat peraga, perpustakaan, laboratorium dan sebagainya yang
relevan dengan kegiatan belajar siswa.
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Agar proses pembelajaran dapat
berlangsung secara efektif dan efisien maka perlu adanya perencanaan proses
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran
(Permendiknas No. 41 Tahun 2007). Berikut ini akan dibahas mengenai
perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan
penilaian hasil pembelajaran.
a. Perencanaan Proses Pembelajaran
Briggs (dalam Abdul Gafur, 2007: 6) mengemukakan bahwa  rencana
pembelajaran merupakan keseluruhan proses analisis kebutuhan dan tujuan belajar
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serta pengembangan sistem penyampaiannya untuk memenuhi kebutuhan dan
mencapai tujuan belajar. Termasuk di dalamnya pengembangan paket
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, uji coba dan revisi paket pembelajaran, dan
terakhir kegiatan mengevaluasi program dan hasil belajar.
Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar
kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi,
tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar (Permendiknas No. 41
Tahun 2007). Pada tahap perencanaan, dilakukan analisis SK/KD, pengembangan
silabus, penyusunan RPP, dan penyiapan bahan ajar. Analisis SK/KD dilakukan
untuk mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang secara substansi dapat
diintegrasikan pada SK/KD yang bersangkutan. Perlu dicatat bahwa identifikasi
nilai-nilai karakter ini tidak dimaksudkan untuk membatasi nilai-nilai yang dapat
dikembangkan pada pembelajaran SK/KD yang bersangkutan (Kementerian
Pendidikan Nasional, 2010: 4).
Perencanaan proses pembelajaran dapat dijadikan sebagai acuan bagi guru
dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum
melaksanakan proses pembelajaran, maka sangat penting bagi guru untuk
membuat perencanaan proses pembelajaran terlebih dahulu.
b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
Menurut Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk
satuan pendidikan dasar dan menengah, pelaksanaan pembelajaran merupakan
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implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan
pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan inti merupakan proses
pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas,
dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta
psikologis peserta didik.  Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik
melalui proses eksplorasi (pembelajaran dengan melakukan penjelajahan lapangan
dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak, terutama sumber-sumber
yang terdapat di tempat itu), elaborasi (pembelajaran yang penggarapannya secara
tekun dan cermat), dan konfirmasi (pembelajaran yang memerlukan suatu
penegasan, pengesahan maupun pembenaran) (Permendiknas No. 41 Tahun 2007
tentang Standar Proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah).
Pembelajaran aktif dalam PKn pada dasarnya menerapkan pendekatan
CTL dan aktivitas pembelajaran yang mencakup kegiatan eksplorasi, elaborasi
dan konfirmasi. Dalam langkah – langkah kegiatan pembelajaran dapat
dicontohkan sebagai berikut:
1) Pendahuluan
a) Kesiapan kelas dalam pembelajaran ( salah seorang diminta untuk
memimpin berdo’a, absensi, kebersihan kelas, menyanyikan salah
satu lagu wajib, salah satu peserta didik memimpin mendoakan
temannya yang tidak hadir karena sakit dll) (karakter religius).
b) Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari ( karakter rasa ingin
tahu ).
c) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin
dicapai.
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d) Meyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai
silabus.
2) Kegiatan Inti
a) Peserta didik mengamati, menggali informasi tentang fakta, konsep
dan membuat catatan dari berbagai sumber, seperti buku BSE, surat
kabar, internet, dan sumber yang lain (eksplorasi);
b) Peserta didik mendalami dengan diskusi, pemecahan masalah,
mempresentasikan dan memberi tanggapan, dsb (elaborasi);
c) Peserta didik melakukan refleksi dan bertanya dan guru melakukan
berbagai penjelasan yang terkait dengan kegiatan eksplorasi dan
elaborasi baik terkait dengan penguasaan kompetensi, konsep,
karakter, maupun menjawab pertanyaan, dsb (konfirmasi).
d) Guru melakukan penilaian proses.
3) Penutup
a) Peserta didik dengan dibimbing dan difasilitasi guru membuat
kesimpulan dan refleksi
b) Peserta didik mencatat tugas-tugas kegiatan yang diberikan guru dan
rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya
c) Salah satu peserta didik memimpin do’a untuk mengakhiri kegiatan
pembelajaran (karakter religius) (Cholisin, 2011: 17-18).
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa pelaksanaan pembelajaran
meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pelaksanaan
pembelajaran ini haruslah berpusat pada siswa dan guru perlu mengupayakan agar
kegiatan pembelajaran yang berlangsung dapat memungkinkan siswa
menggunakan seluruh potensinya secara maksimal.
c. Penilaian Hasil Pembelajaran
Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk
mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai
bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses
pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram
dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan
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kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau
produk, portofolio, dan penilaian diri (Permendiknas No.41 Tahun 2007).
Assesment adalah proses pengumpulan data yang bisa memberikan
gambaran perkembangan belajar siswa. Penilaian autentik atau juga dikenal
penilaian berdasarkan perbuatan (performance based assesment) menilai
pengetahuan dan keterampilan /perbuatan yang diperoleh siswa. Penilai tidak
hanya guru, tetapi bisa juga orang lain. Hal –hal yang bisa digunakan sebagai
dasar menilai prestasi siswa, dalam PKn :
1) Catatan kegiatan
2) Catatan anekdot
3) Catatan tindakan
4) Koleksi pekerjaan
5) Skala sikap
6) Tugas individu
7) Tugas kelompok atau kelas
8) Diskusi
9) Wawancara
10) Catatan pengamatan atau observasi
11) Peta perilaku
12) Kuesioner
13) Pengukuran sosiometrik
14) Tes buatan guru
15) Tes standar prestasi
16) Portofolio
17) Tes standar psikologis (Cholisin, 2005: 13-14).
Berikut ini merupakan contoh kompetensi dan penilaian pembelajaran
politik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan:
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Tabel 2. Kompetensi dan Penilaian Pembelajaran Politik
Dalam Pembelajaran PKn
Jenis Tes
Aspek keterampilan
intelektual
Jenis Non Tes
Aspek keterampilan partisipasi
Jenis Non Tes
Aspek Karakter
Kewarganegaraan
Tertulis tipe objektif
1. Jawaban benar-
salah
2. Isian singkat
3. Pilihan ganda
4. Menjodohkan
Tertulis tipe subjektif
1. Latihan  (exercise)
2. Membaca
pemahaman
3. Esai berstruktur
4. Esai bebas
Lisan
1. Tanya jawab
singkat
2. Kuis
3. Percakapan
Penilaian diri
psikomotor.
Penilaian unjuk kerja
(performance) :
1. Berpidato/
mengekspresikan pendapat
2. Partisipasi dalam diskusi
3. Pemecahan masalah
4. Koalisi
5. Konsensus
6. Loby/negosiasi
7. Demonstrasi
8. Wawancara/ kontak
dengan pejabat publik
9. Debat
10. Bercerita
11. Dinamika kelompok
Penilaian unjuk kerja dapat
menggunakan:
a. Daftar cek (ya tidak)
b. Skala rentang (sangat
kompeten-kompeten-agak
kompeten-tidak kompeten).
Portofolio
Jenis-jenis portofolio:
a. Portofolio perkembangan:
Berisi koleksi artefak (hasil
kerja) siswa yang
menunjukkan pertumbuhan
seorang siswa.
b. Portofolio pamer
(showcase):
Berisi koleksi artefak siswa
yang menunjukkan hasil
karya terbaiknya
c. Portofolio komprehensif:
Berisi koleksi artefak
seluruh hasil karya siswa
Penilaian diri
Proyek
Penilaian diri
Skala sikap
( dikembangkan
dari teori
perkembangan
Kohlberg).
Anecdotal
Record (Riwayat
kelakuan)
Sumber: Cholisin. 2006. Perkembangan PKn Pasca KBK dan Praktik Pembelajarnnya.
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Dari berbagai pengertian pembelajaran menurut para ahli, maka dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan guru untuk
membelajarkan siswa, melalui proses interaksi antara peserta didik dengan guru
dan sumber belajar yangmana akan menimbulkan perubahan perilaku peserta
didik sesuai tujuan yang telah direncanakan. Agar peserta didik terlibat dalam
pembudayaan nilai-nilai budaya politik demokratis diperlukan adanya proses
pembelajaran PKn yang memfasilitasi pengalaman mereka untuk mengetahui,
menghayati, dan terbiasa mempraktikkan nilai-nilai budaya demokratis dalam
kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya kegiatan pembelajaran, selain untuk
menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga
dirancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, dan
menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya perilaku. Oleh karena itu, seorang
guru PKn harus inovatif dan kreatif untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran
(mulai dari tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses
pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran) yang memungkinkan peserta
didik dapat menguasai pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge),
keterampilan kewarganegaraan (civic skills), karakter kewarganegaraan ( civic
dispositions) secara seimbang.
2. Praktik Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Selama ini seperti dinyatakan oleh Muchtar Buchori, sekolah hanyalah
memberikan kemampuan untuk menghafal, dan bukan untuk berpikir secara
kreatif. Hasilnya pendidikan kita tidak punya makna. Untuk itu sekolah harus
memenuhi tiga aspek, yaitu pengetahuan, skill, dan membentuk karakter
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(Cholisin, 2005: 3). Hal ini sejalan dengan tujuan PKn yang mana hendak
mengembangkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan
kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan
secara seimbang. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka sangat tepat
apabila dalam praktik pembelajaran PKn menerapkan pembelajaran kontekstual
(CTL).
Pada dasarnya pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran
yang membantu guru dalam mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata
siswa, dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang
dipelajarinya dengan kehidupan mereka. Pembelajaran kontekstual merupakan
sejumlah prinsip belajar (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010: 13). Prinsip-
prinsip tersebut, meliputi:
a. Konstruktivisme (Constructivism)
b. Bertanya (Questioning)
c. Inkuiri (Inquiry)
d. Masyarakat Belajar (Learning Community)
e. Pemodelan (Modelling)
f. Refleksi (Reflection)
g. Penilaian Autentik (Authentic Assessment)
(Kementerian Pendidikan Nasional, 2010:44).
Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pembelajaran kontekstual
merupakan pembelajaran yang akan membantu peserta didik untuk mengaitkan
materi yang mereka peroleh dengan kehidupan nyata. Dengan menerapkan
pembelajaran kontekstual ini diharapkan pembelajaran yang berlangsung dapat
bermakna dan bermanfaat bagi peserta didik. Efektivitas pembelajaran kontekstual
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dalam  praktik pembelajaran PKn pada akhirnya sangat ditentukan oleh partisipasi
subjek didik yang tinggi dan guru yang memiliki otonomi akademik dan kreatif.
Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa praktik pembelajaran PKn
menghendaki penerapan belajar secara kontekstual. Salah satu aspek untuk
menilai hasil akhir praktik pembelajaran PKn ini adalah portofolio. Portofolio
merupakan hasil belajar yang berupa rencana dan tindakan nyata yang
ditayangkan oleh setiap individu atau kelompok dan dinilai secara periodik
melalui kompetisi interaktif – argumentatif pada tingkat kelas, sekolah, daerah
setempat, dan nasional. Peserta didik kemudian diberikan sertifikat keberhasilan
dalam mengikuti kegiatan tersebut (Cholisin, 2005: 14).
Di samping itu, model portofolio yang dalam praktik merupakan
penerjemahan model project citizen sebagaimana dikembangkan Center for Civic
Education, juga banyak melatih dan menumbuhkan karakter warga negara yang
ideal (demokratis). Nilai-nilai demokratis, partisipasif, kerjasama, peduli, dan
peka terhadap persoalan publik di sekitar siswa, serta belajar secara otentik
terhadap persoalan kewargaan dan publik merupakan sesuatu yang lazim
dikembangkan dalam project citizen (Samsuri, 2011: 378). Jadi, portofolio
merupakan salah satu aspek untuk menilai hasil akhir praktik pembelajaran PKn
yang banyak melatih dan mengembangkan ketrampilan dan karakter
kewargangeraan yang baik.
Prinsip-prinsip Contextual Teaching and Learning ( konstruktivisme,
bertanya, masyarakat belajar, inkuiri, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang
sebenarnya ) dan portofolio sangat penting untuk diterapkan dalam praktik
47
pembelajaran PKn karena dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan
karakter kewarganegaraan. Siskandar mengemukakan bahwa kegiatan
pembelajaran harus berpusat pada siswa, berlangsung dalam suasana yang
mendidik, menyenangkan dan menantang dengan berbasis pada prinsip pedagogis
dan andragogis. Dengan pendekatan tersebut siswa diharapkan secara aktif dapat
berkembang menjadi pribadi yang berwatak, matang dan utuh serta memiliki
kompetensi yang selaras dengan  perkembangan kejiwaannya (Dede Rosyada,
2007: 57). Selain itu, perilaku guru sepanjang proses pembelajaran harus
merupakan model pelaksanaan nilai-nilai bagi peserta didik.
Diharapkan usaha-usaha untuk mengembangkan pembelajaran PKn yang
efektif sebagaimana tersebut di atas terus dilakukan dalam setiap proses
pembelajaran. Menurut pendapat Samsuri (2011: 378-379), perlu ada kerjasama
guru untuk selalu inovatif dan kreatif melakukan pengembangan model
pendidikan kewarganegaraan yang bebas indoktrinasi, dominasi, dan hegemoni
tafsir pragmatis kekuasaan rezim. Jadi, aneh jika dalam proses pendidikan
kewarganegaran untuk membangun karakter warga negara demokratis, justru
guru/pendidik mencontohkan dengan perilaku kewargaan yang tidak menjunjung
nilai-nilai demokrasi, atau tidak membelajarkannya dengan cara-cara demokratis
pula.
Pendidikan seharusnya memperlakukan peserta didik sebagai subjek
pembelajaran, guru sebagai motivator maupun fasilitator dalam kegiatan
pembelajaran, serta mengembangkan materi pembelajaran yang bersifat problem
oriented, bukan subject  oriented. Dengan memperlakukan peserta didik sebagai
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subjek pembelajaran dan mengembangkan materi pembelajaran yang bersifat
problem oriented ini diharapkan akan tercipta suatu model  pembelajaran yang
demokratis, partisipasif, kritis, kreatif, dan menantang aktualisasi diri mereka.
Sehingga orientasi pendidikan yang demikian akan mampu membebaskan praktik-
praktik  pendidikan yang  mengisolir diri peserta didik dari kehidupan riil yang
ada di luar sekolah.
D. Tinjauan Tentang Budaya Kewarganegaraan
1. Konsep Budaya Kewarganegaraan
Almond dan Verba (dalam kompilasi Civic Education Corner, 2007: 14)
menyatakan bahwa “budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem
politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap  peranan yang
dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik”. Kemudian Larry Diamond (2003:
207), mengartikan budaya politik sebagai keyakinan, sikap, nilai, ide-ide,
sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik nasionalnya dan
peran dari masing-masing individu dalam sistem itu.
Definisi lain dikemukakan oleh Nazaruddin Sjamsuddin (1993: 90) yang
menyatakan bahwa budaya politik diartikan sebagai seperangkat sikap,
kepercayaan, dan perasaan warga negara terhadap sistem politik dan simbol-
simbol (seperti bendera, bahasa, dan lembaga-lembaga politik). Dalam masyarakat
mana pun sudah tentu terdapat sikap-sikap atau pun kepercayaan yang perlu
dijadikan sebagai patokan dari pada tingkah laku anggota-anggota masyarakat.
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Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat diambil suatu kesimpulan
bahwa budaya politik merupakan sikap, kepercayaan, keyakinan, penilaian
individu terhadap sistem politik. Dimana sikap, kepercayaan, keyakinan, dan
penilaian individu tersebut akan mempengaruhi tingkah lakunya dalam
menjalankan tindakan-tindakan dalam ranah politik.
Komponen budaya politik diklasifikasikan menjadi 3 bentuk orientasi,
yaitu orientasi yang bersifat kognitif (cognitive), afektif (affective), dan evaluatif
(evaluative). Orientasi yang bersifat kognitif meliputi pengetahuan/ pemahaman
dan keyakinan-keyakinan individu tentang sistem politik dan atributnya.
Sementara orientasi yang bersifat afektif meyangkut perasaan-perasaan atau
ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik. Sedangkan
orientasi yang bersifat evaluatif menyangkut kapasitas individu dalam rangka
memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan
bagaimana peran individu di dalamnya (Cholisin, 2009: 1).
Ketiga orientasi tersebut, dalam realitas merupakan kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan satu sama lain. Maksudnya kemampuan sesorang dalam
memberikan penilaian terhadap sistem politiknya, akan dipengaruhi oleh
pengetahuan dan sikap yang telah dimiliki sebelumnya mengenai sistem
politiknya. Ketiga orientasi budaya politik itu juga merupakan penentu perilaku
politik seseorang. Apakah perilaku politik bersifat demokratis atau otoriter sangat
dipengaruhi oleh oerintasi kognitif, afektif, dan evaluatif terhadap sistem politik.
Dengan demikian, budaya politik itu sebenarnya merupakan cermin dari
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pengetahuan, sikap, dan penilaian yang dapat bersifat positif atau negatif serta
perilaku terhadap sistem politik.
Almond dan Verba mengajukan tiga tipe budaya politik yang berkembang
dalam suatu masyarakat/bangsa, yaitu tipe parokial (awak), subjek (kaula), dan
partisipan.
a. Tipe budaya politik parokial
Orang/masyarakat yang bertipe budaya politik parokial bercirikan tidak
memiliki orientasi/pandangan sama sekali, baik berupa pengetahuan
(kognisi), sikap (afeksi) dan penilaian (evaluasi) terhadap objek politik
(sistem politik). Ini berarti yang bersangkutan bersifat acuh tak acuh
terhadap objek politik.  Objek politik yang paling utama adalah
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Tetapi meskipun
tidak/kurang peduli terhadap objek politik, orang/masyarakat yang
bertipe budaya politik parokial, tetapi peduli terhadap nilai-nilai
primordial seperti adat istiadat, etnis dan agama.
b. Tipe budaya politik subjek
Sedangkan orang/masyarakat yang bertipe budaya politik subjek,
bercirikan memiliki orientasi terhadap output (hasil/pelaksanaan
kebijakan publik) yang sangat tinggi, tetapi orientasi terhadap input
(pembuatan kebijakan publik) dan terhadap diri sendiri sebagai aktor
politik sangat rendah. Ini berarti dalam tipe budaya politik subjek,
kepatuhan/ketaatan yang tinggi terhadap berbagai peraturan pemerintah
tetapi tidak disertai sikap kritis (menunjukkan kelemahan dan
kekuatan/kebaikan suatu peraturan). Dengan kata lain peran yang
dilakukan bersifat pasif.
c. Tipe budaya politik partisipan
Kemudian tipe budaya politik partisipan, bercirikan di mana
seseorang/masyarakat memiliki orientasi terhadap seluruh objek politik
secara keseluruhan (input, output) dan terhadap diri sendiri sebagai
aktor politik. Ini berarti seseorang/masyarakat bertipe budaya politik
partisipan disamping aktif memberikan masukkan atau aktif
mempengaruhi pembuatan kebijakan publik (input) juga aktif dalam
implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik (output) juga memiliki
kepercayaan yang tinggi bahwa dirinya sebagai aktor politik
berkemampuan mempengaruhi kehidupan politik bangsa dan
negaranya. Orang/masyarakat yang bertipe budaya politik partisipan
disamping berperan aktif dalam proses politik juga tunduk pada hukum
dan kewenangan pemerintah (Cholisin, 2009: 3-4).
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Dari ketiga tipe budaya politik di atas, maka budaya politik partisipanlah
yang menjadi salah satu faktor penting bagi penguatan masyarakat madani,
karena masyarakat dengan tipe budaya politik partisipan ini, telah memiliki
kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam sistem politik. Masyarakat
memiliki kesadaran sebagai totalitas, masukan, keluaran dalam konstelasi sistem
politik yang ada.
Menurut pendapat Almond dan Verba (dalam Cholisin, 2010: 4), budaya
kewarganegaraan (civic culture) merupakan budaya politik campuran antara awak,
kaula, dan partisipan. Budaya politik kewarganegaraan ini merupakan kombinasi
yang seimbang atau proporsional antara karakteristik berikut aktif rasional (tidak
emosional), memiliki informasi yang cukup mengenai loyalitas pada sistem
politik, kepercayaan dan kepatuhan terhadap pemerintah, kepercayaan semua
warga negara dan keterikatan pada keluarga, suku, dan agama. Oleh karena itu,
dalam budaya politik kewarganegaraan orientasi politik partisipan,
dikombinasikan secara seimbang dengan dan tidak menggantikan orientasi politik
kaula dan awak. Sedangkan Afan Gaffar (2006: 100), memberikan istilah budaya
kewarganegaraan (civic culture) dengan budaya politik partisipan sebagai budaya
politik yang demokratik.
2. Budaya Kewarganegaraan Dalam Sistem Politik Indonesia
Sistem politik yang dianut oleh suatu negara secara sederhana dapat
digolongkan kedalam sistem politik demokrasi dan otoriter, maka budaya politik
itu bisa bersifat demokratis dan otoriter (Cholisin, 2009: 3). Menurut Larry
Diamond (2003: 211), budaya demokrasi mencakup fleksibilitas, kepercayaan,
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keefektifan, keterbukaan terhadap gagasan dan pengalaman-pengalaman baru,
toleransi terhadap perbedaan-perbedaan, penerimaan orang lain, dan sikap patuh
atau menolak pada otoritas secara bertanggung jawab.
Gambaran tentang budaya politik demokrasi lebih mudah dipahami ketika
dibandingkan dengan nilai-nilai budaya politik otoriter. Sebagai contoh
perbandingan antara kedua nilai-nilai budaya politik tersebut dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
Tabel 3. Nilai-nilai Budaya Politik Demokrasi
Versus Budaya Politik Otoriter
NILAI-NILAI BUDAYA POLITIK
DEMOKRASI
NILAI-NILAI BUDAYA POLITIK
OTORITER
 Egalitarian
 Pluralisme
 Terbuka
 Dialogis
 Persuasif
 Distribusi kekuasaan
 Sensor kuratif
 Pemilihan
 Mengenal oposisi
 Idependensi yang tinggi
 Dll.
 Feodal
 Homogin
 Tertutup
 Dogmatis
 Represif
 Akumulasi kekuasaan
 Sensor preventif
 Penunjukan
 Tidak mengenal oposisi
 Dependensi yang tinggi
 Dll.
Sumber: Cholisin. 2004. Diktat Pendidikan Kewarganegaraan.
Kemudian jika dicermati berbagai macam perilaku politik yang tampak
dalam kehidupan sehari-hari akan didapatkan berbagai macam perilaku politik
yang sesungguhnya merupakan cerminan dari sikap politik yang dimiliki oleh
seseorang atau sekelompok orang. Berbagai macam sikap dan perilaku politik
dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.
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Tabel 4.  Sikap dan Perilaku Politik
SIKAP
POLITIK PERILAKU POLITIK
Akomodatif
Antagonistik
Resiprokal
Opportunis
Radikal
Konservatif
Moderat
Reaksioner
Status-quo
dll.
responsif, partisipasif, percaya, rekonsiliasi, komunikatif;
konflik, represif, permusuhan (hostility), non-kooperatif,
curiga;
negosiasi, kooperatif, rasional, egalitarian, koalisi,
kompromis;
tidak konsisten, pragmatis;
emosional, anarkis, curiga, ekstrim;
tertutup, emosional, curiga;
terbuka, kompromis;
tertutup, emosional, curiga;
represif, feodalistik, otoriter, curiga;
dll.
Sumber: Cholisin. 2004. Diktat Pendidikan Kewarganegaraan.
Bagi bangsa Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi Pancasila,
maka budaya politik yang hendak dikembangkan pun yang dapat mendukung
pelaksanaan sistem politik demokrasi Pancasila, yaitu budaya politik yang bersifat
demokratis. Dimana nilai-nilai budaya politik demokratis meliputi egalitarian,
pluralisme, terbuka, dialogis, persuasif, distribusi kekuasaan, sensor kuratif,
pemilihan, mengenal oposisi, idependensi yang tinggi, dan lain sebagainya. Selain
itu, sikap politik demokratis yang akan menghasilkan perilaku yang demokratis,
diantaranya adalah sikap politik akomodatif, resiprokal, dan moderat.
Dalam sistem politik demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat dilaksanakan
sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945. Ini berarti tipe budaya
politik partisipan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya politik Pancasila dan
ketentuan-ketentuan UUD 1945 yang tepat ditransmisikan secara turun-temurun
dari suatu generasi ke generasi sesudahnya. Nilai-nilai budaya politik Pancasila
diantaranya yaitu:
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a. Religius (bukan sekuler);
b. Bhineka tunggal ika (Plurarisme);
c. Wawasan Nusantara sebagi Wawasan Kebangsaan;
d. Ciri kekeluargaan;
e. Gotong-royong;
f. Musyawarah;
g. Cinta kemerdekaan;
h. Cinta tanah air;
i. Cinta persatuan dan kesatuan;
j. Semangat solidaritas (Cholisin, 2010: 9).
Menurut ketentuan UUD 1945 sistem politik Demokrasi Pancasila
dikembangkan atas prinsip fungsi lembaga-lembaga negara dilaksanakan secara
terspesialisasi. Hal ini mengisyaratkan tipe sistem politik yang hendak
dikembangkan menurut UUD 1945 adalah tipe refracted (terpencar). Tipe
refracted ini merupakan tipe sistem politik modern (Cholisin, 2010: 9).
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dan
dioperasionalkan dalam negara hukum (Pasal 1 yat (2) dan (3) 1945). Moral dan
hukum menjadi kontrol terhadap pelaksanaan demokrasi. Dalam konteks ini
Mahfud MD, menyatakan bahwa sistem hukum Pancasila yakni sistem hukum
yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan
konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-
unsur baiknya. Sistem hukum yang demikian, minimal, mempertemukan unsur-
unsur baik dari sistem nilai dan meletakkannya dalam hubungan keseimbangan,
yakni:
a. Keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme
b. Keseimbangan antara Rechtstaat dan the Rule of Law
c. Keseimbangan antara hukum sebagai alat untuk memajukan dan hukum
sebagai cermin nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
d. Keseimbangan antara negara agama dan negara sekuler (theo-
demokratis) atau religious state (Cholisin, 2009: 9-10).
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NKRI sebagai negara yang menganut sistem politik demokrasi Pancasila,
tentunya memiliki karakteristik budaya kewarganegaraan yang hendak dibangun.
Mendasarkan pada ciri khas negara demokrasi Pancasila di atas, bahwa demokrasi
dikembangkan dalam koridor moral dan hukum, maka budaya demokrasi yang
tepat adalah partisipan-subjek (Cholisin, 2010: 9-10). Sehingga dapat dikatakan
bahwa budaya demokrasi yang tepat merupakan perpaduan dari perilaku warga
negara yang aktif dan partisipasif, namun tetap loyal terhadap sistem politik dan
pemerintah.
3. Budaya Kewarganegaraan Merupakan Isi Sosialisasi Politik Melalui PKn
Berbagai tipe budaya politik seperti parokial, subjek, partisipan, maka
yang paling tepat digunakan dalam PKn sebagai pendidikan politik yang
berorientasi pada sistem politik nasional, di samping memberdayakan sebagai
warga negara adalah budaya politik kewarganegaraan. Hal itu dikarenakan budaya
politik kewarganegaran merupakan kombinasi yang seimbang antara karakteristik
orientasi politik partisipan, parokial, dan subjek. Ini berarti aktivitas partisipasi
dalam proses politik (orientasi politik pada input), dibarengi loyalitas terhadap
sistem politik dan pemerintah (orientasi politik pada output), dan
mempertahankan komitmen terhadap kepercayaan pribadinya (orientasi pada
agama, etnis, dan sebagainya), dipadukan secara proporsional (Cholisin, 2000:
6.24).
Karakteristik budaya politik kewarganegaraan tersebut, sejalan dengan
upaya pembinaan yang dilakukan PKn yaitu mengembangkan peranan warga
negara yang bersifat aktif-pasif, positif-negatif secara proporsional dalam berbagai
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kehidupan berbangsa dan bernegara (Cholisin, 2000: 6.24). Peranan warga negara
yang bersifat proporsional tersebut senantiasa harus terus dibina sesuai dengan
peranan yang ideal dan seharusnya. Dengan begitu, setiap warga negara
diharapkan akan memiliki kepribadian demokratis yang kuat dan bersamaan
dengan itu semakin meningkat pula kemampuan berpartisipasinya dalam
mewujudkan kehidupan yang demokratis di berbagai bidang.
4. Budaya Kewarganegaraan Sebagai Faktor Penting Bagi Perwujudan
Demokrasi yang Stabil
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, budaya politik kewarganegaraan
merupakan kombinasi yang seimbang atau proporsional antara karakteristik
berikut aktif rasional (tidak emosional), memiliki informasi yang cukup mengenai
loyalitas pada sistem politik, kepercayaan dan kepatuhan terhadap pemerintah,
kepercayaan semua warga negara dan keterikatan pada keluarga, suku, dan agama.
Budaya kewarganegaraan ini memiliki peran penting dalam mewujudkan
demokrasi yang stabil, sehingga sangat penting kiranya untuk mengembangkan
budaya kewarganegaraan bagi suatu negara.
Perlunya pengembangan budaya politik kewarganegaraan karena aspek-
aspek orientasi politik yang terdapat didalamnya mencakup aspek mikro politik
(tatanan politik pada individu) dan makro politik (sistem politik nasional)
terjembatani. Orientasi politik aspek mikro politik terutama orientasi politik
parokial sebagai sub kultur, misal keterikatan pada agama, etnis, serta orientasi
partisipan terutama yang berupa aktif dan rasional sebagai budaya peranan (role
culture). Dan aspek makro politik terutama pada orientasi politik loyalitas kepada
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sistem politik nasional. Memperhatikan unsur-unsur orientasi politik pada budaya
dan kepatuhan terhadap pemerintah. Memperhatikan unsur-unsur orientasi politik
pada budaya politik kewarganegaraan tersebut, memang merupakan unsur yang
sangat dibutuhkan bagi pengembangan sistem politik yang demokratis dan stabil.
Juga hal itu menunjukkan bahwa budaya politik kewarganegaraan dapat menjadi
jembatan antara mikro politik dan makro politik (Cholisin, 2000: 6.14-6.15).
Budaya kewarganegaraan (civic culture) diyakini memiliki pengaruh yang
besar bagi perwujudan demokrasi yang stabil. Sebagaimana dikemukakan oleh
Afan Gaffar (2006: 100-101) bahwa budaya politik yang partisipasif (partisipan)
atau civic culture merupakan budaya yang akan mendukung terbentuknya sebuah
sistem politik yang demokratik dan stabil. Karena dalam budaya politik partisipan
menyangkut suatu keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya yang
menopang terwujudnya partisipasi.
Almond dan Verba (dalam Afan Gaffar, 2006: 101-102) menyatakan
bahwa negara yang memiliki civic culture yang tinggi akan menopang demokrasi
yang stabil. Sebaliknya negara yang memiliki civic culture yang rendah tidak akan
mendukung terwujudnya demokrasi yang stabil.
Budaya kewarganegaraan/ demokrasi merupakan budaya yang menopang
kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan
secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas
warga negara. Menurut Udin S. Winataputra (2005: 5), elemen dari budaya
kewarganegaraan/ demokrasi yang paling pokok adalah civic virtue. Yang
dimaksud dengan civic virtue menurut Qiugley yang dikutip oleh Winataputra
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(2005:5) adalah kemauan warga negara untuk menempatkan kepentingan umum
di atas kepentingan pribadi. Dimana civic virtue merupakan domain psikososial
individu yang secara substantif memiliki dua unsur, yaitu civic dispositions dan
civic commitments.
Sebagaimana dirumuskan oleh Quigley (Udin S. Winataputra, 2005: 5),
yang dimaksud dengan civic dispositions adalah sikap dan kebiasaan berfikir
warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan
jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Sedangkan civic commitments
adalah komitmen warga negara yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap
nilai dan prinsip demokrasi konstitusional. Kedua unsur dari civic virtue tersebut
diyakini akan mampu menjadikan proses politik berjalan secara efektif untuk
memajukan common good atau kemaslahatan umum dan memberikan kontribusi
terhadap perwujudan ide fundamental dari sistem politik termasuk perlindungan
hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, proses politik yang berjalan dengan
efektif untuk memajukan kepentingan umum dan memberi kontribusi berarti
terhadap perwujudan ide fundamental dari sistem politik termasuk di dalamnya
perlindungan hak-hak individu merupakan ciri kehidupan politik yang ditopang
kuat oleh budaya kewarganegaraan (civic culture).
5. Mengembangkan Budaya Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan
Menumbuhkembangkan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat Indonesia kiranya sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut dapat
dilakukan salah satunya melalui jalur pendidikan. Sebagaimana yang
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dikemukakan Komaruddin Hidayat  (dalam Ubaedillah, A, dkk, 2008: x) bahwa
pendidikan dapat menjadi salah satu upaya strategis pendemokrasian bangsa
Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. Pendidikan yang dimaksud
adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek
pembelajaran melalui cara-cara pembelajaran yang demokratis, partisipasif, kritis,
kreatif, dan menantang aktualisasi diri mereka. Pendidikan model ini sangat
relevan bagi pengembangan pendidikan demokrasi yang biasa dikenal dengan
istilah Pendidikan Kewarganegaraan.
Zamroni berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah
pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat
berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran
kepada generasi baru tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk
kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.
Demokrasi adalah suatu learning process yang tidak dapat begitu saja meniru dari
masyarakat lain (Ubaedillah, A, dkk. 2008: 8).
Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang
dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi,
sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political
knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political participation serta
kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan
bagi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa Azyumardi Azra menyatakan
bahwa pendidikan demokrasi secara substansif menyangkut sosialisasi,
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diseminasi, dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktik demokrasi
melalui pendidikan (Cholisin, 2010: 4).
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai proses sosialisasi budaya politik
demokrasi merupakan pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi yang
dilaksanakan melalui PKn tidak sekedar mengajar “pengetahuan tentang
demokrasi”, tetapi juga dengan “cara-cara demokratis” dan dalam rangka
mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang
demokratis. Dengan demikian budaya politik partisipan memiliki kekuatan untuk
pemberdayaan masyarakat madani, dan pada gilirannya terbentuk masyarakat
madani memiliki peran penting dalam menumbuhkembangkan budaya politik
demokrasi (Cholisin, 2009: 15).
Affan Gaffar (2006: 100-101) mengatakan bahwa budaya politik yang
demokratik, dalam hal ini budaya politik yang partisipatif, akan mendukung
terbentuknya sistem politik yang demokratik dan stabil. Menurut Almond dan
Verba, budaya demokratik ini menyangkut “ suatu kumpulan sistem keyakinan,
sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi”.
Budaya demokrasi dalam suatu masyarakat atau negara ditandai oleh
berlangsungnya partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, terdapat kebebasan
berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan, adanya
kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi, kebebasan untuk memilih dan
dipilih dalam pemilu, dan lain sebagainya sebagai faktor penentu untuk
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menumbuhkan kehidupan yang demokratis. Sikap dan perilaku demokratis
tersebut agar tertanam dalam diri warga negara, maka perlu ada usaha untuk
memupuk nilai-nilai demokrasi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Usaha untuk membangun kesadaran akan pentingnya demokrasi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara ini merupakan tugas dari semua komponen bangsa, baik
itu pemerintah maupun warga negara Indonesia.
Robert A. Dahl (dalam Cholisin, dkk, 2008: 82) mengemukakan bahwa
dalam budaya demokrasi terdapat tiga prinsip utama, yaitu:
a. Kompetisi
Yakni kompetisi yang luas dan bermakna di antara individu dan
kelompok organisasi (khususnya partai-partai politik) pada seluruh
posisi kekuasaan pemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang
teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan.
b. Partisipasi
Yakni tingkat partisipasi eksklusif dalam pemilihan pemimpin dan
kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur, dan
tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan.
c. Kebebasan politik dan sipil
Yakni budaya demokrasi memberikan jaminan kebebasan berpendapat,
kebebasan pers, kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi
yang cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi
publik.
Dari pendapat di atas, tampak dua kata penting dalam prinsip demokrasi
tersebut, adalah “persamaan” dan “kebebasan”. Dimana prinsip pengakuan
terhadap kebebasan dan persamaan adalah sarana untuk mencapai kemajuan.
Namun demikian, demokrasi juga menuntut nilai atau unsur-unsur lain yang
merupakan konsekuensi tanggung jawab setiap warga negara. Artinya, kebebasan
tersebut tidak berarti bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan setiap warga negara
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dibatasi oleh warga negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi sangat
penting bagi sebuah negara, termasuk di Indonesia.
Proses demokrasi Indonesia membutuhkan topangan demokrasi yang
genuine. Tanpa dukungan budaya demokrasi, proses transisi demokrasi masih
rentan terhadap ancaman budaya dan perilaku tidak demokratis warisan masa lalu,
seperti perilaku anarkis dalam menyuarakan pendapat, politik uang (money
politics), pengerahan massa untuk tujuan politik, dan penggunaan simbol-simbol
primordial (suku dan agama dalam berpolitik) (Ubaedillah, A, dkk, 2008: 13).
Melihat pada kenyataan tersebut, menurut Azra dalam (Ubaedillah, A,
dkk, 2008: 13-14), Indonesia membutuhkan sebuah demokrasi keadaban
(civilitized democracy) atau apa yang dikatakan oleh Robert W. Heffner sebagai
keadaban demokrasi (democratic civility). Namun demikian, menuju tatanan
demokrasi keadaban yang lebih genuine dan autentic bukanlah hal yang mudah
dan instan, sebaliknya membutuhkan proses pengenalan, pembelajaran, dan
pengamalan (learning by doing), serta pendalaman (deepening) demokrasi. Proses
panjang ini tidak lain dilakukan dalam rangka mengembangkan budaya demokrasi
(democratic culture).
Demokrasi dapat dikatakan sebagai budaya apabila sikap dan perilaku
warga negara dalam kehidupan sehari-hari senantiasa berpijak dan menjunjung
tinggi nilai-nilai demokrasi. Jadi, cara-cara dan perilaku demokrasi menjadi
bagian yang tidak dapat terpisahkan dari setiap kegiatan warga negara. Oleh
karena itu, sifat-sifat yang akan menjadi kendala bagi perwujudan warga negara
yang demokratis perlu dihindari.
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E. Kerangka Berpikir
Gambar 2. Kerangka berpikir
Keterangan:
Pendidikan politik merupakan salah satu misi yang diemban mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, disamping mengemban misi lain yaitu
sebagai pendidikan karakter, pendidikan demokrasi, pendidikan HAM, dan
pendidikan anti korupsi. Sebagai mata pelajaran yang memiliki misi sebagai
pendidikan politik maka tujuan PKn adalah meningkatkan kesadaran peserta
didik sebagai warga negara agar memiliki kesadaran berdemokrasi, sehingga
mereka dapat ikut berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sistem
politik
nasional
(Demokrasi
Pancasila)
PKn
sebagai
pendidikan
politik
Siswa SMA N di Kabupaten
memiliki  perilaku-perilaku  dan
sikap demokratis yang sesuai
dengan nilai-nilai budaya dan
karakter bangsa
Nilai-nilai
demokratis
Guru PKn SMA N
di Kabupaten
Bantul
Diimplemetasikan
dalam pembelajaran
PKn
Budaya Demokrasi
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Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik merupakan
suatu bentuk sosialisasi politik yang memiliki fungsi untuk memelihara dan
mengembangkan sistem politik nasional (Demokrasi Pancasila). Nilai-nilai
demokratis sebagai pendukung sistem politik nasional (Demokrasi Pancasila)
hendaknya penting untuk diwujudkan. Nilai-nilai demokratis itu bisa diwujudkan
salah satunya dengan mengimplementasikan pendidikan politik dalam proses
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Proses pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan harus diupayakan agar dapat memfasilitasi terinternalisasinya
nilai-nilai demokrasi dalam diri peserta didik. Proses pembelajaran yang
dilaksanakan bukan hanya sekedar menstransfer pengetahuan tentang demokrasi,
lebih dari itu cara-cara pembelajaran yang demokratis, partisipasif, kritis, dan
kreatif proses pembelajaran perlu dilakukan, sehingga peserta didik sebagai
seorang warga negara diharapkan memiliki pengetahuan tentang demokrasi,
mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan
sehari-hari. Diharapkan sikap dan perilaku demokratis ini akan menjadi suatu
kebiasaan dari setiap warga negara Indonesia sehingga pada akhirnya akan
menjadi suatu budaya.
Keberhasilan implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PKn
guna pengembangan budaya demokratis ini tidak dapat terlepas dari pemahaman
guru PKn tentang PKn sebagai pendidikan politik dan pemahaman guru PKn
tentang budaya demokrasi. Di samping itu, guru-guru PKn di SMA Negeri se-
Kabupaten Bantul juga harus selalu inovatif dan kreatif melakukan
pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Melalui
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pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang inovatif
dan kreatif ini diharapkan akan semakin banyak nilai-nilai demokratis yang
terinternalisasi dalam diri peserta didik di SMA N di Kabupatan Bantul, sehingga
peserta didik memiliki sikap dan perilaku demokratis yang sesuai dengan nilai-
nilai budaya dan karakter bangsa.
F. Pertanyaan Penelitian
Untuk memperjelas dan memberi arah pada penelitian yang akan
dilakukan maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimanakah karekteristik guru Pkn di SMA Negeri se-Kabupaten
Bantul?
2. Bagaimanakah pemahaman guru PKn tentang PKn sebagai pendidikan
politik?
3. Bagaimanakah pemahaman guru PKn tentang budaya demokrasi?
4. Bagaimanakah implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam
perencanaan proses pembelajaran?
5. Bagaimanakah implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam
pelaksanaan proses pembelajaran?
6. Bagaimanakah implementasi penilaian hasil pembelajaran PKn sebagai
pendidikan politik?
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode
kuantitatif. Menurut Suharsimi Arikunto (2010:3), penelitian deskriptif
merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau
hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk
laporan penelitian.
Data dalam penelitian ini berwujud angka-angka dalam persentase yang
kemudian dideskripsikan. Kemudian data yang berupa angka diperoleh peneliti
melalui teknik pengumpulan data dengan menggunakan tes dan angket yang
diberikan kepada responden yaitu guru PKn SMA Negeri se-Kabupaten Bantul.
B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri yang berada di wilayah
Kabupaten Bantul. Peneliti memilih tempat penelitian di Kabupaten Bantul karena
tingkat kelulusan SMA Kabupaten Bantul tahun 2010/2011 tertinggi se-DIY.
Namun, dengan prestasi yang diperoleh SMA-SMA di Kabupaten Bantul tersebut
ternyata masih ditemukan adanya suatu permasalahan dalam pembelajaran PKn
sebagai pendidikan politik.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2012 sampai Juni 2012.
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C. Definisi Operasional
1. Implementasi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) yang dimaksud
dengan implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi
merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu
tindakan praktis sehingga dampak, baik berupa perubahan pengetahuan,
ketrampilan, maupun nilai dan sikap.
2. Pendidikan Politik
Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik di antara
pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat
mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol
politik negara dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti sekolah,
pemerintah, dan partai politik (Ramlan Surbakti, 2007: 117).
3. Pembelajaran
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Agar proses pembelajaran
dapat berlangsung secara efektif dan efisien maka perlu adanya perencanaan
proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil
pembelajaran (Permendiknas No. 41 Tahun 2007).
4. Pendidikan Kewarganegaraan
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata
pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang
memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk
68
menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang
diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Permendiknas No. 22 Tahun
2006).
5. Budaya Demokrasi
Budaya demokrasi pada dasarnya berupa nilai-nilai dan perilaku
yang menunjang pembangunan sistem politik demokrasi (Cholisin, 2004:
109). Warga negara dapat dikatakan telah berbudaya demokrasi apabila
mereka telah bersikap politik demokratis antara lain: akomodatif, resiprokal,
dan moderat. Sikap politik tersebut akan menghasilkan perilaku politik yang
demokratis. Dimana warga negara berkemampuan merespon persoalan-
persoalan publik, mampu berpartisipasi aktif, berpikir rasional, komunikatif,
kompromis, kepercayaan dan kepatuhan kepada pemerintah, kepercayaan
sesama warga negara dan keterikatan pada keluarga, suku, dan agama.
D. Populasi Penelitian
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2003: 55).
Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga
penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlahnya besar
dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Tergantung setidak-
tidaknya:
1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana
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2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini
menyangkut banyak sedikitnya data
3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti (Suharsimi
Arikunto, 2002: 112).
Berdasarkan pertimbangan di atas, karena guru PKn di SMA Negeri se-
Kabupaten Bantul berjumlah 43 yang tersebar di 17 kecamatan, maka penelitian
yang dilakukan adalah penelitian populasi. Lebih lengkapnya data mengenai
daftar nama sekolah dan jumlah guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul
dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 5. Daftar Nama Sekolah dan Jumlah Guru PKn
di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul
No. Nama Sekolah Jumlah Guru PKn
1 SMA NEGERI 1 BANTUL 2
2 SMA NEGERI 1 KASIHAN 2
3 SMA NEGERI 2 BANTUL 2
4 SMA NEGERI 3 BANTUL 3
5 SMA NEGERI 1 SEWON 2
6 SMA NEGERI 1 SEDAYU 3
7 SMA NEGERI 1 SANDEN 3
8 SMA NEGERI 1 JETIS 2
9 SMA NEGERI 1 PAJANGAN 2
10 SMA NEGERI 1 SRANDAKAN 1
11 SMA NEGERI 1 BAMBANGLIPURO 2
12 SMA NEGERI 1 PUNDONG 3
13 SMA NEGERI 1 IMOGIRI 3
14 SMA NEGERI 1 PLERET 3
15 SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN 3
16 SMA NEGERI 2 BANGUNTAPAN 2
17 SMA NEGERI 1 DLINGO 1
18 SMA NEGERI 1 KRETEK 2
19 SMA NEGERI 1 PIYUNGAN 2
JUMLAH 43
Sumber: Dinas Pendidikan Mengengah dan Non Formal Kabupaten Bantul
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
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1. Tes
Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang
digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan
atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok (Suharsimi Arikunto, 2010: 193).
Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis yang berbentuk tes
objektif. Menurut S. Margono, tes objektif adalah suatu tes yang disusun di mana
pada setiap pertanyaan tes disediakan alternatif jawaban yang dipilih. Tes ini
dapat menghasilkan skor yang konstan, tidak tergantung kepada siapa pun yang
memberi skor, karena pemberi skor tidak dipengaruhi oleh sikap subjektivitas
(Nurul Zuriah, 2006: 184)
2. Metode Angket
Menurut Suharsimi Arikunto (2010:194-195), angket atau kuesioner
adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi
dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.
Angket dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup, yang sudah disediakan
jawabannya sehingga responden tinggal memilih.
3. Metode dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,
lengger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2010: 274).
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F. Instrumen Penelitian
Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan dalam waktu penelitian
dengan menggunakan sesuatu metode. Kegunaan instrumen ini agar lebih mudah
dalam penelitian dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan
sistematis sehingga lebih mudah dikelola (Suharsimi Arikunto, 2002:126).
1. Tes
Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang
digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan
atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok (Suharsimi Arikunto, 2010: 193).
Tes dibuat dengan  dua alternatif  jawaban ya dan tidak. Responden diminta untuk
memberikan jawaban terhadap pertanyaan/pernyataan dengan memilih salah satu
alternatif jawaban yang ada. Pemberian skor pada pertanyaan/pernyataan tersebut
adalah sebagai berikut:
Tabel 6. Pemberian Skor
Alternatif Jawaban Jenis pertanyaan/pernyataan
Bersifat positif Bersifat Negatif
a. ya 1 0
b. tidak 0 1
72
Tabel 7. Kisi-kisi Instrumen
Pemahaman Guru PKn Tentang PKn Sebagai Pendidikan Politik
dan Pemahaman Guru PKn Tentang Budaya Demokrasi
Dimensi Indikator Nomor
Pertanyaan
Jumlah
Pemahaman
guru PKn
tentang PKn
sebagai
pendidikan
politik
Memahami tentang pendidikan
politik 1, 2, 3, 4 4
Memahami tentang konsep, tujuan,
dan substansi PKn 5, 6, 7, 8, 9 5
Memahami tentang tujuan, peran,
sarana, dan stategi pembelajaran
PKn sebagai pendidikan politik
10, 11, 12, 13,
14, 15 6
Memahami tentang budaya
kewarganegaraan sebagai isi
sosialisasi politik lewat PKn
16, 17 2
Pemahaman
guru PKn
tentang
budaya
demokrasi
Memahami tentang konsep budaya
politik 18 1
Memahami tentang komponen-
komponen budaya politik 19, 20 2
Memahami tipe-tipe budaya politik 21, 22 2
Memahami konsep budaya
demokrasi 23 1
Memahami prinsip dan elemen
budaya demokrasi 24, 25 2
Memahami nilai-nilai budaya
demokrasi 26, 27 2
Memahami sikap dan perilaku
politik  demokrasi 38, 29, 30 3
2. Angket
Menurut Suharsimi Arikunto (2010:194-195), angket atau kuesioner
adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi
dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.
Angket dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup, yang sudah disediakan
jawabannya sehingga responden tinggal memilih.
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Angket dibuat dalam skala likert dengan lima alternatif jawaban: SL
(Selalu), S (Sering), KK (Kadang-kadang), JS (Jarang Sekali), dan TP (Tidak
Pernah). Berdasarkan skala ini responden diminta untuk memberikan jawaban
terhadap pertanyaan/pernyataan dengan memilih salah satu alternatif jawaban
yang ada. Pemberian skor pada pertanyaan/pernyataan tersebut adalah sebagai
berikut:
Tabel 8. Pemberian Skor
Alternatif Jawaban Jenis pertanyaan/pernyataanBersifat Positif Bersifat Negatif
a. Selalu (SL) 5 1
b. Sering (S) 4 2
c. Kadang-Kadang (KK) 3 3
d. Jarang Sekali (JS) 2 4
e. Tidak Pernah (TP) 1 5
Tabel 9. Kisi-kisi Instrumen
Implementasi Pendidikan Politik Dalam Pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan Guna Pengembangan Budaya Demokratis
Dimensi Indikator NomorPertanyaan Jumlah
Perencanaan
Proses
Pembelajaran
a. Pengembangan silabus yang
mencerminkan pembudayaan
nilai-nilai budaya demokratis
b. Pembuatan RPP yang
mencerminkan pembudayaan
nilai-nilai budaya demokratis
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11
12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23,
24, 25, 26
11
15
Pelaksanaan
Proses
Pembelajaran
a. Menanamkan nilai-nilai
budaya “demokratis”
b. Mengembangkan materi
pembelajaran secara kreatif
dengan mengkaitkan dengan
perkembangan politik di
Indonesia
27, 28, 29, 30,
31, 32
33, 34, 35
6
3
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c. Tujuan pembelajaran untuk
membentuk warga negara
yang cerdas, terampil, dan
berkarakter
d. Menjadikan peserta didik
sebagai subjek pembelajaran
e. Kegiatan pembelajaran
diarahkan untuk
menumbuhkan kemampuan
berpikir kritis, kreatif,
analisis, dan menyenangkan
bagi peserta didik
f. Menggunakan metode
pembelajaran yang
partisipasif dan dapat
menumbuhkan nilai politik
demokratis
g. Menggunakan sumber belajar
yang dapat memberikan
latihan kewarganegaraan
36, 37, 38
39, 40
41, 42, 43, 44,
45
46, 47, 48, 49,
50
51, 52, 53
3
2
5
5
3
Penilaian
Hasil
Pembelajaran
a. Menggunakan teknik
penilaian pembelajaran
politik yang sesuai untuk
mengukur tingkat pencapaian
kompetensi peserta didik
54, 55, 56, 57,
58, 59, 60
7
G. Uji Coba Instrumen
Instrumen yang baik harus valid dan reliabel, maka uji coba instrumen
dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen. Sebelum angket
tersebut dipakai untuk mengumpulkan data, angket tersebut diujicobakan terlebih
dahulu untuk mengetahui keandalan suatu instrumen. Uji coba instrumen
dilakukan dengan guru PKn di sekolah yang berada di luar subjek penelitian, yaitu
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SMA Patria, SMA Muhammadiyah Bantul, SMA Muhammadiyah Sewon, SMA
Muhammadiyah Pleret, SMA Muhammadiyah Imogiri, MAN Sabdodadi Bantul,
MAN Gandekan Bantul yang berjumlah 12 orang.
1. Uji Validitas Instrumen
Vailidas suatu instrumen menunjukkan suatu alat ukur yang dapat
mengukur sejauh mana kebenaran alat itu untuk mengukur sesuatu yang
diperlukan, atau seberapa kesahihannya. Lebih tepat alat ukur  yang dipakai, maka
akan lebih banyak kesahihannya atau keabsahan alat ukur itu. (Mardalis, 2007:
60-61).
Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mampu mengukur apa
yang seharusnya diukur. Uji coba dalam penelitian ini dilakukan dengan uji coba
validitas internal. Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 214-215), validitas internal
dicapai apabila terdapat kesesuaian bagian-bagian instrumen dengan instrumen
secara keseluruhan. Dengan kata lain sebuah instrumen memiliki validitas internal
apabila setiap bagian instrumen mendukung “missi” instrumen secara
keseluruhan, yaitu mengungkap data dari variabel yang dimaksud.
Pengujian dilakukan dengan melakukan analisis butir yaitu
mengkorelasikan skor-skor yang ada pada butir instrumen dengan skor total.
Pengujian validitas ini dilakukan pada rumus Pearson Corelation Product
Moment dengan rumus sebagai berikut:
N ∑XY – (∑X) (∑Y)
rxy =
√ { N∑X2- (∑X) 2 }{N∑Y 2- (Y) 2}
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Keterangan :
rxy : koefisien korelasi
N : jumlah subjek
∑XY : produk dari X dan Y
∑X : jumlah nilai X
∑Y : jumlah Y
∑X : jumlah X kuadrat
∑Y : jumlah Y kuadrat (Suharsimi Arikunto, 2006:69)
Selanjutnya harga rxy dikonsultasikan dengan rtabel, dengan taraf
signifikansi 5% dan jika rhitung lebih tinggi dari rtabel maka butir pertanyaan dapat
dikatakan valid dan jika rhitung lebih kecil dari  rtabel maka butir pertanyaaan dapat
dikatakan tidak valid atau gugur. Pelaksanaan perhitungan uji validitas dengan
bantuan komputer SPSS 13 for windows.
Kriteria uji validitas berdasarkan hasil rtabel dari 12 responden adalah
0,576. Jika butir pertanyaan memiliki rhitung lebih besar dari 0,576, maka butir
pertanyaan tersebut dinyatakan valid atau sahih. Akan tetapi apabila hasil dari
rhitung kurang dari 0,576, maka butir pertanyaan dinyatakan tidak valid atau gugur.
Hasil pengujian terhadap instrumen pemahaman guru PKn tentang PKn
sebagai pendidikan politik dan pemahaman guru PKn tentang budaya demokrasi
menunjukkan bahwa butir pertanyaan nomor 9, 12, 18, dan 31 tidak valid karena
butir pertanyaan tersebut memiliki r hitung kurang dari 0,576. Sedangkan untuk hasil
pengujian terhadap instrumen tentang implementasi pendidikan politik dalam
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan guna pengembangan budaya
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demokratis menunjukkan bahwa butir pertanyaan nomor 1, 10, 14, 23, 36, 55, 60,
68 tidak valid karena butir pertanyaan tersebut memiliki r hitung kurang dari 0,576.
2. Uji Reliabilitas Instrumen
Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa
kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.
Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen,
karena itu walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliabel tetapi
pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan.
Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam
pengumpulan data, maka diharapkan penelitian ini akan menjadi valid dan
reliabel. Instrumen yang valid dan reliabel, akan tetapi tidak berarti bahwa dengan
menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabitasnya otomatis data
(hasil) penelitian menjadi valid dan reliabel. Hal ini masih akan dipengaruhi oleh
kondisi objek yang diteliti dan kemampuan orang yang menggunakan instrumen
untuk mengumpulkan data.
Untuk menguji reliabilitas instrumen penelitian tentang pemahaman guru
PKn tentang PKn sebagai pendidikan politik dan pemahaman guru PKn tentang
budaya demokrasi digunakan rumus KR-20 karena instrumen  untuk mengukur
pemahaman tersebut dengan menggunakan tes dengan penyekoran 1 dan 0.
Teknik tersebut dirumuskan sebagai berikut:
k              Vt - ∑pq
r11 = ( ) (                     )
k – 1 Vt
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Keterangan :
r11 = reliabilitas instrumen
k = banyaknya butir pertanyaan
Vt = varians total
p = proporsi subjek yang menjawab betul pada sesuatu butir (proporsi
subjek yang mendapat skor 1)
p = banyaknya subjek yang skornya 1
N
q = proporsi subjek yang mendapat skor 0
N
(Suharsimi Arikunto, 2010: 231)
Sementara itu, untuk menguji reliabilitas instrumen penelitian tentang
implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PKn guna pengembangan
budaya demokratis digunakan teknik Alpha Cronbach karena skor angket bukan
1 dan 0, namun membentuk data interval yang butir pertanyaannya mempunyai
skor skala 1-5 (Suharsimi Arikunto, 2010: 239).
Teknik tersebut dirumuskan sebagai berikut:
k 1- ∑ ơ 2b
r11 = k –1            ơ 2t
Keterangan :
r11 = Reliabilitas instrumen
k = Banyaknya butir pertanyaan atau soal
∑ ơ 2b = Jumlah varian butir
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ơ 2t = Jumlah total (Suharsimi Arikunto, 2010: 239)
Setelah angka reliabilitas instrumen diketahui selanjutnya angka tersebut
diinterpretasikan dengan tingkat keandalan koefisien korelasi yaitu:
0,800 sampai dengan 1,000 : sangat tinggi
0,600 sampai dengan 1,799 : tinggi
0,400 sampai dengan 0,599 : cukup
0,200 sampai dengan 0,399 : rendah
0,00 sampai dengan 0,199 : sangat rendah (Suharsimi Arikunto, 2006:276)
Instrumen dikatakan reliabel jika nilai R11 maupun nilai Alpha Cronbach
diatas 0,600, jadi jika nilai R11 maupun nilai Alpha cronbach lebih besar dari
0,600 instrumen dikatakan reliabel ( R11 > 0, 600 maupun Alpha > 0,600 =
reliabel) jika nilai Alpha cronbach lebih kecil dari 0,600 instrumen dikatakan
tidak reliabel (R11 <  0, 600 maupun Alpha < 0,600 = tidak reliabel).
Setelah dilakukan penghitungan komputer dengan SPSS 13 for windows
didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 10. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas KR-20
Angket KR-20 Keterangan
Pemahaman guru PKn tentang PKn sebagai
pendidikan politik dan pemahaman guru
PKn tentang budaya demokrasi
0, 965 Sangat tinggi
Tabel 11. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Alpha Cronbach
Angket Alpha Cronbach Keterangan
Implementasi pendidikan politik
dalam pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan guna
pengembangan budaya demokratis di
SMA Negeri se-Kabupaten Bantul
0, 989 Sangat tinggi
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H. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh
dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dalam bentuk tabel distribusi
frekuensi dan menghitung persentase untuk setiap indikator dan untuk setiap
dimensi implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PKn. Analisis ini
bertujuan untuk mengetahui totalitas penerapan pendidikan politik oleh guru PKn
pada setiap indikator dan setiap dimensi yang telah ditentukan dengan rumus
sebagai berikut:
f
P = x 100 %
N
Keterangan:
P : prosentase
f          : frekuensi
N         : jumlah subjek
Parameter yang digunakan untuk interpretasi kategori adalah mengacu
kepada skala instrumen, karena instrumen menggunakan pilihan dalam bentuk
gradasi yang terdiri dari 5 klasifikasi kategori yaitu: mulai dari klasifikasi tidak
pernah dikategorikan sangat rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi yaitu
klasifikasi selalu dikategorikan sangat tinggi.
Tabel 12. Interpretasi Kategori
Kategori Rentang Skor
Sangat Tinggi X ≥ M + 1,8 SD
Tinggi M + 0,6 SD ≤ X < M + 1,8 SD
Sedang M – 0,6 SD ≤ X < M + 0,6 SD
Rendah M – 01,8 SD ≤ X < M – 0,6 SD
Sangat Rendah X ≤ M – 1,8 SD
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Keterangan :
SD : Standar Deviasi (simpangan baku)
M : Mean (rata-rata)
X : skor/nilai
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi dan Subjek Penelitian
1. Deskripsi Kabupaten Bantul
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai empat kabupaten dan
satu Kotamadya, salah satu kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bantul. Apabila
dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah
dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada
bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang
alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Secara geografis, Kabupaten
Bantul terletak antara 07º44'04" 08º00'27" Lintang Selatan dan 110º12'34" -
110º31'08" Bujur Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten
Gunungkidul, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan
Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo,
dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.
Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan, yang dibagi lagi atas
sejumlah desa dan kalurahan. Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul,
terdapat 19 Sekolah Menengah Atas Negeri. Adapun nama kecamatan dan jumlah
SMA Negeri yang tersebar di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bantul
adalah sebagai berikut:
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Tabel 13. Nama Kecamatan dan Jumlah SMA Negeri yang Tersebar
di Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Bantul
No. Kecamatan Jumlah SMA N
1 Bantul 3
2 Sewon 1
3 Kasihan 1
4 Sedayu 1
5 Pajangan 1
6 Srandakan 1
7 Sanden 1
8 Kretek 1
9 Bambanglipuro 1
10 Pandak 0
11 Pundong 1
12 Imogiri 1
13 Jetis 1
14 Pleret 1
15 Piyungan 1
16 Banguntapan 2
17 Dlingo 1
Jumlah 19
Sumber : Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, 2010
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat satu kecamatan di
Kabupaten Bantul, yaitu kecamatan Pandak yang belum memiliki SMA Negeri.
Adapun lokasi masing-masing SMA Negeri sebagai tempat penelitian dapat
dilihat pada Tabel 14 berikut ini:
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Tabel 14.  Lokasi Masing-Masing SMA Negeri di Kabupaten Bantul
No. Nama Sekolah Alamat Sekolah
1 SMA N 1 Bantul Jl. KHA. Wakhid Hasyim, Palbapang,Bantul
2 SMA N 2 Bantul Jl. RA. Kartini, Trirenggo, Bantul
3 SMA N 3 Bantul Gaten, Trirenggo, Bantul
4 SMA N 1 Sewon Jl. Parangtritis Km 5, Bangunharjo,Sewon, Bantul
5 SMA N 1 Kasihan Jl. Bugisan Selatan, Tirtonirmolo,Kasihan, Bantul
6 SMA N 1 Sedayu Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul
7 SMA N 1 Pajangan Kedung, Guwosari, Pajangan, Bantul
8 SMA N 1 Srandakan Gerso, Trimurti, Srandakan, Bantul
9 SMA N 1 Sanden Murtigading, Sanden, Bantul
10 SMA N 1 Kretek Genteng, Tirtomulyo, Kretek, Bantul
11 SMA N 1 Bambanglipuro Jl. Samas Km 18, Kepuh, Mulyodadi,Bambanglipuro, Bantul
12 SMA N 1 Pundong Srihardono, Pundong, Bantul
13 SMA N 1 Imogiri Jl. Imogiri Km 14Wukirsari, Imogiri,Bantul
14 SMA N 1 Jetis Jl. Imogiri Barat Km 11, Kertan,Sumberagung, Jetis, Bantul
15 SMA N 1 Pleret Kedaton, Pleret, Pleret, Bantul
16 SMA N 1 Piyungan Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan,Bantul
17 SMA N 1 Banguntapan Ngentak, Baturetno, Banguntapan,Bantul
18 SMA N 2 Banguntapan Glondong, Wirokerten, Banguntapan,Bantul
19 SMA N 1 Dlingo Koripan, Dlingo, Bantul
Sumber : Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, 2010
2. Deskripsi Responden
a. Data Nama dan Jumlah Responden
Dari hasil penelitian, diperoleh data mengenai nama sekolah beserta guru
PKn yang mengajar pada masing-masing sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten
Bantul. Adapun nama sekolah dan guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul
disajikan pada Tabel 15 berikut ini:
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Tabel 15. Daftar Nama Sekolah dan Guru PKn
di SMA Negeri Se-Kabupaten Bantul
No. Nama Sekolah Nama Guru PKn
1 SMA N 1 Bantul Sumardi, M.Pd
Dra. Endang Sri Yuniasih
2 SMA N 2 Bantul Mardiman, S.Pd
Dra. Rinta Rihayani S
3 SMA N 3 Bantul Agus Hasim, S.Pd
Sri Haryati, M.Pd
Dra. Yuliati
4 SMA N 1 Sewon Drs. M. Salman
Dra. Murdiyati
5 SMA N 1 Kasihan Dra. Dyah Suryaningsih, M.Pd
Fitriani Sulastri, SH, S.Pd
6 SMA N 1 Sedayu M. Zainudin, M.Pd
Karjana M.Pd
Purwantiningsih, S.Pd
7 SMA N 1 Pajangan Dra. Lusia Sumiryati
Drs. Supriyanto
8 SMA N 1 Srandakan Theresia Sri Ngesti, S.Pd
9 SMA N 1 Sanden Sugino, S.Pd
Isminingsih, S.Pd
Siwi Hidayah, S.Pd
10 SMA N 1 Kretek Drs. Purwanto
Sugiyarti, S.Pd
11 SMA N 1 Bambanglipuro Suti Hartini, S.Pd
Herlan R, S.Pd
12 SMA N 1 Pundong Drs. H. Bambang Widodo, M.Pd
Mujito, S.Pd, SIP
Dra. Sumarni
13 SMA N 1 Imogiri Dra. Nuryani Puji A. M.Pd
Edi Purwanto, S.Pd
Minarni, S.Pd
14 SMA N 1 Jetis Walfarianto, M.Si
Drs. Samidi, M.Pd
15 SMA N 1 Pleret Drs. H. Edison A Jamli
Jarot Sunarna, S.Pd
Heri Widayati, S.Pd
16 SMA N 1 Piyungan Drs. Agus Yuwana
Ambar Pratitis, S.Pd
17 SMA N 1 Banguntapan Erna Suryani Rahayu, S.Pd
Sumiyati, BA
Drs. Rifa’i, MM
18 SMA N 2 Banguntapan Dra. Suranti
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Dra. Erlana Abdullah
19 SMA N 1 Dlingo Dwi Purnama, S.Pd
Sumber: Diolah dari identitas responden
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Bantul
terdapat 19 SMA Negeri dengan jumlah guru PKn sebanyak 43 orang. Hal ini
menunjukkan bahwa dalam 1 SMA Negeri terdapat guru PKn antara 1 sampai 3
orang.
b. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Data responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini disajikan
pada Tabel 16 berikut ini:
Tabel 16. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase
1 Laki-laki 21 48,8 %
2 Perempuan 22 51,2%
JUMLAH 43 100%
Sumber : Diolah dari identitas responden
Berdasarkan tabel distribusi responden berdasarkan jenis kelamin di atas
dapat digambarkan dalam diagram lingkaran (piechart) berikut ini:
Gambar 3. Diagram piechart jenis kelamin responden
48,8%
Series1;
Perempuan;
51,2%; 51%
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah guru PKn di SMA
Negeri se-Kabupaten Bantul sebagian besar berjenis kelamin perempuan, yaitu
sebanyak 22 responden (51,2%), sedangkan  21 guru (48,8 %) berjenis kelamin
laki-laki.
c. Data Tingkat Pendidikan
Variabel tingkat pendidikan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi
2, yaitu Strata I (S1) dan Strata 2 (S2). Adapun tingkat pendidikan yang dimaksud
adalah berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki oleh guru dalam jenjang
pendidikan formal. Untuk lebih jelasnya data tingkat pendidikan dari para
responden tersebut dapat dilihat dalam Tabel 17 berikut ini:
Tabel 17. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase
1 Strata 1 (S1) 33 76,7%
2 Strata 2 (S2) 10 23,3%
JUMLAH 43 100%
Sumber: Diolah dari identitas responden
Berdasarkan tabel distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan di
atas dapat digambarkan dalam diagram lingkaran (piechart) berikut ini:
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Gambar 4. Diagram piechart tingkat pendidikan responden
Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa guru PKn di SMA
Negeri se-Kabupaten Bantul memiliki tingkat pendidikan Strata 1 (S1), yaitu
sebanyak 33 guru (76,7%). Sedangkan guru PKn dengan tingkat pendidikan Strata
2 (S2), yaitu sebanyak 10 guru (23,3%). Hal ini menunjukkan bahwa guru PKn di
SMA Negeri se-Kabupaten Bantul sudah memiliki kualifikasi pendidikan
minimal, yaitu Strata 1 (S1). Bahkan ada juga beberapa guru PKn di SMA N se-
Kabupaten Bantul yang telah menempuh tingkat pendidikan Strata 2 (S2).
d. Data Pengalaman Mengajar
Pengalaman mengajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lama
masa kerja dalam hitungan tahun. Berikut ini adalah data lama mengajar yang
diperoleh dari responden.
Series1; S1;
76,70%; 77%
Series1; S2;
23,30%; 23%
Tingkat Pendidikan
S1
S2
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Tabel 18. Distribusi Responden Berdasarkan Pengalaman Mengajar
No. Lama Mengajar Frekuensi Persentase
1 <10 tahun 4 9,3%
2 10-20 tahun 15 34,9%
3 >20 tahun 24 55,8%
JUMLAH 43 100%
Sumber : Diolah dari identitas responden
Dari tabel distribusi responden berdasarkan pengalaman mengajar di atas
dapat digambarkan dalam diagram lingkaran (piechart) berikut ini:
Gambar 5. Diagram piechart pengalaman mengajar responden
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar guru PKn
di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul memiliki pengalaman mengajar lebih dari 20
tahun, yaitu sebanyak 24 guru (55,8%). Sementara guru PKn dengan pengalaman
mengajar 10-20 tahun sebanyak 15 guru (34,9%) dan guru PKn dengan
pengalaman mengajar kurang dari 10 tahun sebanyak 4 guru (9,3%). Hal ini
menunjukkan bahwa sebagian besar guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten
Bantul memang sudah berpengalaman dalam mengajar.
Series1; < 10
Tahun; 9,30%;
9%
Series1; 10-20
Tahun; 34,90%;
35%
Series1; > 20
Tahun; 55,80%;
56%
Lama Mengajar
< 10 Tahun
10-20 Tahun
> 20 Tahun
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e. Data Latar Belakang Jurusan/Program Studi
Yang dimaksud latar belakang jurusan/ program studi adalah berdasarkan
program studi keahlian. Berikut adalah data mengenai latar belakang
jurusan/program studi yang diperoleh dari responden.
Tabel 19. Distribusi Responden Berdasarkan Latar Belakang
Jurusan/Program Studi
No. Jurusan / Program Studi Frekuensi Persentase
1 Pendidikan Kewarganegaraan 43 100%
JUMLAH 43 100%
Sumber : Diolah dari identitas responden
Berdasarkan tabel distribusi responden berdasarkan latar belakang
jurusan/program studi di atas dapat digambarkan dalam diagram lingkaran
(piechart) berikut ini:
Gambar 6. Diagram piechart latar belakang jurusan/program studi responden
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua guru PKn di SMA
Negeri se-Kabupaten Bantul memiliki latar belakang  jurusan/program studi PKn,
yaitu sebanyak 43 guru (100%). Hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran PKn
Series1;
PKn;
100,00%;
100%
Latar Belakang Jurusan/ Program Studi
PKn
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di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul sudah diampu oleh guru yang kompeten di
bidangnya karena guru PKn di SMA tersebut memiliki latar belakang jurusan /
program studi PKn.
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian
Hasil penelitian diperoleh melalui tes dan angket telah dianalisis dengan
persentase setiap indikator dan persentase setiap dimensi pada butir penyajian
hasil analisis data. Berikut ini disajikan mengenai implementasi pendidikan politik
dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan guna pengembangan budaya
demokratis di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul.
Dalam implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan guna pengembangan budaya demokratis ini, meliputi
implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam perencanaan proses
pembelajaran, implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam pelaksanaan
proses pembelajaran, dan implementasi penilaian hasil pembelajaran PKn sebagai
pendidikan politik. Namun sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai
pemahaman guru PKn tentang PKn sebagai pendidikan politik dan pemahaman
guru PKn tentang budaya demokrasi. Pemahaman guru PKn tentang PKn sebagai
pendidikan politik dan pemahaman guru PKn tentang budaya demokrasi berperan
penting dalam menunjang keberhasilan implementasi pendidikan politik dalam
pembelajaran PKn karena sebelum guru mengimplementasikan pendidikan politik
dalam proses pembelajaran diharapkan guru PKn paham dan menguasai tentang
apa yang akan diajarkan.
92
1. Pemahaman Guru PKn Tentang PKn Sebagai Pendidikan Politik
Dari hasil penelitian dengan menggunakan tes diperoleh data mengenai
tingkat pemahaman guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul tentang PKn
sebagai pendidikan politik adalah sebagai berikut:
Tabel 20. Distribusi Frekuensi Dimensi Pemahaman Guru PKn
Tentang PKn Sebagai Pendidikan Politik
Kategori Interval Frekuensi Persentase
Sangat Tinggi 13,60 – 17 20 46,5 %
Tinggi 10,20 – 13,59 22 51,2 %
Sedang 6,80 – 10,19 1 2,3%
Rendah 3,40 – 6,59 0 0%
Sangat Rendah 0 – 3,39 0 0%
JUMLAH 43 100%
Sumber : Data diolah, 2012
Dari tabel distribusi frekuensi di atas dapat digambarkan dalam diagram
lingkaran (piechart) berikut ini:
Gambar 7. Diagram piechart pemahaman guru PKn tentang
PKn sebagai pendidikan politik
Berdasarkan tabel di atas memberi gambaran bahwa persentase dimensi
pemahaman guru PKn tentang PKn sebagai pendidikan politik menunjukkan
bahwa sebanyak 22 guru (51,2%) memiliki pemahaman tinggi, 20 guru (46,5%)
Series1;
Sangat
Tinggi;
46,50%; 47%
Series1;
Tinggi;
51,20%; 51%
Series1;
Sedang;
2,30%; 2%
Pemahaman guru PKn tentang PKn sebagai
Pendidikan Politik
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
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memiliki pemahaman sangat tinggi, dan 1 guru (2,3%) memiliki pemahaman
sedang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pemahaman guru PKn
di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul tentang PKn sebagai pendidikan politik
termasuk dalam kategori tinggi.
Hasil penelitian tingkat pemahaman guru PKn tentang PKn sebagai
pendidikan politik pada masing-masing indikator secara lengkap dapat dilihat
pada Tabel 21 berikut ini:
Tabel 21. Data Responden Mengenai Dimensi Pemahaman Guru PKn
Tentang PKn Sebagai Pendidikan Politik Per Indikator
Dimensi Indikator Kategori Frekuensi Persentase
Pemahaman
guru PKn
tentang PKn
sebagai
pendidikan
Politik
A
Memahami
tentang
pendidikan politik
Sangat Tinggi 32 74,4%
Tinggi 11 25,6%
Sedang 0 0%
Rendah 0 0%
Sangat rendah 0 0%
Jumlah 43 100%
B
Memahami
tentang konsep,
tujuan, dan
substansi PKn
Sangat Tinggi 31 72,1%
Tinggi 11 25,6%
Sedang 0 0%
Rendah 1 2,3%
Sangat rendah 0 0%
Jumlah 43 100%
C
Memahami
tentang tujuan,
peran, sarana, dan
stategi pengajaran
PKn sebagai
pendidikan politik
Sangat Tinggi 36 83,7%
Tinggi 6 14,0%
Sedang 0 0%
Rendah 1 2,3%
Sangat Rendah 0 0%
Jumlah 43 100%
D
Memahami
tentang budaya
kewarganegaraan
sebagai isi
sosialisasi politik
lewat PKn
Sangat Tinggi 5 11,6%
Tinggi 0 0%
Sedang 26 60,5%
Rendah 0 0%
Sangat Rendah 12 27,9%
Jumlah 43 100%
Sumber : Data diolah, 2012
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Berdasarkan analisis persentase dari setiap indikator menunjukkan bahwa
sebagian besar guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul memiliki tingkat
pemahaman yang tinggi tentang PKn sebagai pendidikan politik, tetapi pada
indikator B dan C masih ada guru yang memiliki kategori rendah, yaitu masing-
masing sebanyak 1 guru (2,3%). Bahkan untuk indikator D, sebanyak 12 guru
(27,9%) memiliki tingkat pemahaman yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan
bahwa meskipun secara keseluruhan tingkat pemahaman guru PKn di SMA
Negeri se-Kabupaten Bantul berkategori tinggi, namun masih ada guru PKn yang
memiliki pemahaman rendah terhadap indikator memahami tentang PKn dan
memahami tentang tujuan, peran, sarana dan stategi pengajaran  PKn sebagai
pendidikan politik. Bahkan untuk indikator memahami tentang budaya
kewarganegaraan sebagai isi sosialisasi politik lewat PKn, beberapa guru
memiliki tingkat pemahaman yang sangat rendah.
2. Pemahaman Guru PKn Tentang Budaya Demokrasi
Dari hasil penelitian dengan menggunakan tes diperoleh data mengenai
tingkat pemahaman guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul tentang
budaya demokrasi adalah sebagai berikut:
Tabel 22. Distribusi Frekuensi Dimensi Pemahaman Guru PKn
Tentang Budaya Demokrasi
Kategori Interval Frekuensi Persentase
Sangat Tinggi 10,40 – 13 0 0%
Tinggi 7,80 – 10,39 13 30,2%
Sedang 5,20 – 7,79 30 69,8%
Rendah 2,60 – 5,19 0 0%
Sangat Rendah 0 – 2,59 0 0%
JUMLAH 43 100%
Sumber: Data diolah, 2012
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Dari tabel distribusi frekuensi di atas dapat digambarkan dalam diagram
lingkaran (piechart) berikut ini:
Gambar 8. Diagram piechart pemahaman guru PKn tentang
budaya demokrasi
Berdasarkan tabel di atas memberi gambaran bahwa persentase
pemahaman guru PKn tentang budaya demokrasi menunjukkan bahwa sebanyak
30 guru (69,8%) memiliki pemahaman sedang dan 13 guru (30,2%) memiliki
pemahaman tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar
pemahaman guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul tentang budaya
demokrasi termasuk dalam kategori sedang.
Hasil penelitian tingkat pemahaman guru PKn tentang budaya demokrasi
pada masing-masing indikator secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 23 berikut
ini:
Series1;
Tinggi;
30,20%; 30%
Series1;
Sedang;
69,80%; 70%
Pemahaman guru PKn tentang budaya demokrasi
Tinggi
Sedang
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Tabel 23. Data Responden Mengenai Dimensi Pemahaman Guru PKn
Tentang Budaya Demokrasi
Dimensi Indikator Kategori Frekuensi Persentase
Pemahaman
Guru PKn
tentang
Budaya
Demokrasi
A
Memahami tentang
konsep budaya
politik
Sangat Tinggi 42 97,7%
Tinggi 0 0%
Sedang 0 0%
Rendah 0 0%
Sangat Rendah 1 2,3%
Jumlah 43 100%
B
Memahami tentang
komponen-
komponen budaya
politik
Sangat Tinggi 6 14,0%
Tinggi 0 0%
Sedang 13 30,2%
Rendah 0 0%
Sangat Rendah 24 55,8%
Jumlah 43% 100%
C
Memahami tipe-tipe
budaya politik
Sangat Tinggi 24 55,8%
Tinggi 0 0%
Sedang 15 34,9%
Rendah 0 0%
Sangat Rendah 4 9,3%
Jumlah 43 100%
D
Memahami konsep
budaya demokrasi
Sangat Tinggi 43 100%
Tinggi 0 0%
Sedang 0 0%
Rendah 0 0%
Sangat rendah 0 0%
Jumlah 43 100%
E
Memahami prinsip
dan elemen budaya
demokrasi
Sangat Tinggi 40 93,0%
Tinggi 0 0%
Sedang 2 4,7%
Rendah 0 0%
Sangat Rendah 1 2,3%
Jumlah 43 100%
F
Memahami nilai-
nilai budaya
demokrasi
Sangat Tinggi 27 62,8%
Tinggi 0 0%
Sedang 15 34,9%
Rendah 0 0%
Sangat Rendah 1 2,3%
Jumlah 43 100%
G
Memahami sikap
dan perilaku politik
demokrasi
Sangat Tinggi 23 53,5%
Tinggi 13 30,2%
Sedang 0 0%
Rendah 6 14,0%
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Sangat Rendah 1 2,3%
Jumlah 43 100%
Sumber : Data diolah, 2012
Berdasarkan analisis persentase dari setiap indikator di atas menunjukkan
bahwa sebagian besar guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul memiliki
tingkat pemahaman yang sedang tentang budaya demokrasi, yaitu sebanyak 30
guru (69,8%). Akan tetapi pada dimensi ini, hampir di setiap indikator masih ada
guru PKn yang memiliki pemahaman yang sangat rendah, kecuali untuk indikator
memahami konsep budaya demokrasi yangmana semua guru PKn di SMA Negeri
se-Kabupaten Bantul memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi.
3. Implementasi PKn Sebagai Pendidikan Politik Dalam Perencanaan Proses
Pembelajaran
Dari hasil penelitian dengan menggunakan angket diperoleh data mengenai
implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam perencanaan proses
pembelajaran adalah sebagai berikut
Tabel 24. Distribusi Frekuensi Dimensi Perencanaan
Proses Pembelajaran
Kategori Interval Frekuensi Persentase
Sangat Tinggi 109,20 – 130 14 32,6%
Tinggi 88,40 – 109,19 20 46,5%
Sedang 67,60 – 88,39 9 20,9%
Rendah 46,80 – 67,59 0 0%
Sangat Rendah 26,00 – 46,79 0 0%
Jumlah 43 100%
Sumber : Data diolah, 2012
Dari tabel distribusi frekuensi di atas dapat digambarkan dalam diagram
lingkaran (piechart) berikut ini:
98
Gambar 9. Diagram piechart perencanaan proses pembelajaran responden
Berdasarkan tabel di atas memberi gambaran bahwa persentase dimensi
perencanaan proses pembelajaran menunjukkan bahwa 20 guru (46,5%) termasuk
dalam kategori tinggi, 14 guru (32,6%) termasuk dalam kategori sangat tinggi,
dan 9 guru (20,9%) termasuk dalam kategori sedang. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam perencanaan proses
pembelajaran, sebagian besar guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul
termasuk dalam kategori tinggi.
Hasil penelitian mengenai dimensi perencanaan proses pembelajaran pada
masing-masing indikator secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 25 berikut ini:
Series1;
Sangat
Tinggi;
32,60%; 33%
Series1;
Tinggi;
46,50%; 46%
Series1;
Sedang;
20,90%; 21%
Perencanaan Proses Pembelajaran
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
99
Tabel 25. Data Responden Mengenai Dimensi Perencanaan
Proses Pembelajaran Per Indikator
Dimensi Indikator Kategori Frekuensi Persentase
Perencanaan
Proses
Pembelajaran
A
Pengembangan
silabus yang
mencerminkan
pembudayaan
nilai-nilai
budaya
demokratis
Sangat
Tinggi
15 34,9%
Tinggi 19 44,2%
Sedang 9 20,9%
Rendah 0 0%
Sangat
rendah
0 0%
Jumlah 43 100%
B
Pembuatan
RPP yang
mencerminkan
pembudayaan
nilai-nilai
budaya
demokratis
Sangat
Tinggi
13 30,2%
Tinggi 20 46,5%
Sedang 10 23,3%
Rendah 0 0%
Sangat
rendah
0 0%
Jumlah 43 100%
Sumber : Data diolah, 2012
Berdasarkan analisis persentase dari setiap indikator mengenai dimensi
perencanaan proses pembelajaran menunjukkan bahwa pada saat implementasi
PKn sebagai pendidikan politik dalam perencanaan proses pembelajaran, sebagian
besar guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul berada pada kategori tinggi,
yaitu sebanyak 20 guru (46,5%). Namun masih ada guru PKn yang berkategori
sedang dalam pengembangan silabus yang mencerminkan pembudayaan nilai-
nilai demokratis, yaitu sebanyak 9 guru (20,9%) dan dalam pembuatan RPP yang
mencerminkan pembudayaan nilai-nilai demokratis, yaitu sebanyak 10 guru
(23,3%).
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4. Implementasi Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Proses
Pembelajaran
Dari hasil penelitian dengan menggunakan angket diperoleh data mengenai
implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam pelaksanaan proses
pembelajaran adalah sebagai berikut:
Tabel 26. Distribusi Frekuensi Dimensi Pelaksanaan Proses
Pembelajaran
Kategori Skor Frekuensi Persentase
Sangat Tinggi 109,20 – 135 4 9,3%
Tinggi 88,40 – 109,19 14 32,6%
Sedang 67,60 – 88,39 18 41,9%
Rendah 48,60 – 67,59 7 16,3%
Sangat Rendah 27,00 – 48,59 0 0%
Jumlah 43 100%
Sumber: Data diolah, 2012
Dari tabel distribusi frekuensi di atas dapat digambarkan dalam diagram
lingkaran (piechart) berikut ini:
Gambar 10. Diagram piechart pelaksanaan proses pembelajaran
Berdasarkan tabel di atas memberi gambaran bahwa persentase dimensi
pelaksanaan proses pembelajaran menunjukkan bahwa 18 guru (41,9%) termasuk
dalam kategori sedang, 14 guru (32,6%) termasuk dalam kategori tinggi, 7 guru
Series1;
Sangat
Tinggi;
9,30%; 9%
Series1;
Tinggi;
32,60%; 33%Series1;Sedang;
41,90%; 42%
Series1;
Rendah;
16,30%; 16%
Pelaksanaan Proses Pembelajaran
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
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(16,3%) termasuk dalam kategori rendah, dan 4 guru (9,3%) termasuk dalam
kategori sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi PKn
sebagai pendidikan politik dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini, sebagian
besar guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori
sedang.
Hasil penelitian mengenai dimensi pelaksanaan proses pembelajaran pada
masing-masing indikator secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 27 berikut ini:
Tabel 27. Data Responden Mengenai Dimensi Pelaksanaan Proses
Pembelajaran Per Indikator
Dimensi Indikator Kategori Frekuensi Persentase
Pelaksanaan
Proses
Pembelajaran
A
Menanamkan nilai-
nilai budaya
“demokratis”
Sangat
Tinggi
8 18,6%
Tinggi 20 46,5%
Sedang 10 23,3%
Rendah 5 11,6%
Sangat
Rendah
0 0%
Jumlah 43 100%
B
Mengembangkan
materi pembelajaran
secara kreatif dengan
mengkaitkan dengan
perkembangan
politik di Indonesia
Sangat
Tinggi
5 11,6%
Tinggi 9 20,9%
Sedang 9 20,9%
Rendah 20 46,5%
Sangat
Rendah
0 0%
Jumlah 43 100%
C
Tujuan pembelajaran
untuk membentuk
warga negara yang
cerdas, terampil, dan
berkarakter
Sangat
Tinggi
2 4,7%
Tinggi 13 30,2%
Sedang 15 34,9%
Rendah 13 30,2%
Sangat
Rendah
0 0%
Jumlah 43 100%
D
Menjadikan peserta
didik sebagai subjek
Sangat
Tinggi
0 0%
Tinggi 15 34,9%
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pembelajaran Sedang 28 65,1%
Rendah 0 0%
Sengat
Rendah
0 0%
Jumlah 43 100%
E
Kegiatan
pembelajaran
diarahkan untuk
menumbuhkan
kemampuan berpikir
kritis, kreatif,
analisis, dan
menyenangkan bagi
peserta didik
Sangat
Tinggi
7 16,3%
Tinggi 11 25,6%
Sedang 10 23,3%
Rendah 15 34,9%
Sangat
Rendah
0 0%
Jumlah 43 100%
F
Menggunakan
metode
pembelajaran yang
partisipasif dan
dapat menumbuhkan
nilai politik
demokratis
Sangat
Tinggi
3 7,0%
Tinggi 14 32,6%
Sedang 17 39,5%
Rendah 9 20,9%
Sangat
rendah
0 0%
Jumlah 43 100%
G
Menggunakan
sumber belajar yang
dapat memberikan
latihan
kewarganegaraan
Sangat
Tinggi
1 2,3%
Tinggi 9 20,9%
Sedang 21 48,8%
Rendah 12 27,9%
Sangat
rendah
0 0%
Jumlah 43 100%
Sumber : Data diolah, 2012
Berdasarkan analisis persentase dari setiap indikator mengenai dimensi
pelaksanaan proses pembelajaran menunjukkan bahwa implementasi PKn sebagai
pendidikan politik dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sebagian besar guru
PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul berada pada kategori sedang, yaitu
sebanyak 18 guru (41,9%). Namun, masih ada guru yang berkategori rendah pada
setiap indikator, kecuali pada indikator D yaitu menjadikan peserta didik sebagai
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subjek pembelajaran yang mana tidak ada satu pun guru yang termasuk dalam
kategori rendah.
5. Implementasi Penilaian Hasil Pembelajaran PKn sebagai Pendidikan
Politik
Dari hasil penelitian dengan menggunakan angket diperoleh data mengenai
implementasi penilaian hasil pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik adalah
sebagai berikut:
Tabel 28. Distribusi Frekuensi Dimensi Penilaian Hasil Pembelajaran
Dimensi Indikator Kategori Interval Frekuensi Persentase
Penilaian
Hasil
Pembelajaran
Menggunakan
teknik penilaian
pembelajaran
politik yang
sesuai untuk
mengukur tingkat
pencapaian
kompetensi
peserta didik
Sangat
Tinggi
29,40 – 35 0 0%
Tinggi 23,80 – 29,39 1 2,3%
Sedang 18,20 – 23,79 35 81,4%
Rendah 12,60 – 18,19 7 16,3%
Sangat
rendah
7,00 – 12,59 0 0%
Jumlah 43 100%
Sumber: Data diolah, 2012
Dari distribusi frekuensi dimensi penilaian hasil pembelajaran di atas,
dapat digambarkan dalam diagram lingkaran (piechart) berikut ini:
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Gambar 11. Diagram piechart penilaian hasil pembelajaran
Berdasarkan tabel di atas memberi gambaran bahwa persentase dimensi
penilaian hasil pembelajaran menunjukkan bahwa 35 guru (81,4%) termasuk
dalam kategori sedang, 7 guru (16,3%) termasuk dalam kategori rendah, dan 1
guru (2,3%) termasuk dalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
dalam implementasi penilaian hasil pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik,
sebagian besar guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul termasuk dalam
kategori sedang.
C. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pemahaman Guru PKn Tentang PKn Sebagai Pendidikan Politik
Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian yang telah dipaparkan
sebelumnya diperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman guru PKn tentang
PKn sebagai pendidikan politik, dimana sebanyak 22 guru (51,2%) memiliki
tingkat pemahaman yang tinggi dan 20 guru (46,5%) memiliki tingkat
pemahaman sangat tinggi. Berdasarkan kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa
Series1;
Tinggi;
2,30%; 2%
Series1;
Sedang;
81,40%; 82%
Series1;
Rendah;
16,30%; 16%
Penilaian Hasil Pembelajaran
Tinggi
Sedang
Rendah
105
sebagian besar pemahaman guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul
tentang PKn sebagai pendidikan politik termasuk dalam kategori tinggi. Namun
apabila mengamati pemahaman guru PKn tentang pendidikan politik pada
masing-masing indikator, ternyata masih ada guru PKn yang memiliki
pemahaman rendah terhadap indikator memahami tentang konsep, tujuan, dan
substansi PKn sebanyak 1 guru (2,3%),  memahami tentang  tujuan, peran, sarana
dan stategi pengajaran PKn sebagai pendidikan politik sebanyak 1 guru (2,3%).
Bahkan untuk indikator memahami tentang budaya kewarganegaraan sebagai isi
sosialisasi politik lewat PKn, sebanyak 12 guru (27,9%) memiliki tingkat
pemahaman yang sangat rendah.
Salah satu syarat seorang guru PKn dapat dikatakan profesional menurut
Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan
Kompetensi Guru adalah menguasai dan memahami materi, struktur, konsep, dan
pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran PKn. Dengan menguasai dan
memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung
mata pelajaran PKn, maka di dalam proses pembelajaran seorang guru PKn dapat
memberikan pembelajaran PKn secara baik dan benar, serta dapat membahas dan
menjelaskan berbagai persoalan kehidupan politik secara lebih tajam dan
komprehensif kepada peserta didik.
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan aspek dari pendidikan
politik/sosialisasi politik. Oleh karena itu, materi PKn banyak mencakup konsep-
konsep yang penting mengenai sosialisasi politik. Guru PKn sebagai aktor
sosialisasi politik di sekolah memiliki peran untuk menyebarkan nilai-nilai politik
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kepada peserta didik. Maka dari itu, pemahaman guru PKn tentang PKn sebagai
pendidikan politik merupakan suatu keniscayaan, dalam rangka untuk
memberikan pendidikan politik yang baik dan benar kepada peserta didik
(Cholisin, 2004 : 27). Seorang guru PKn dapat dikatakan memiliki pemahaman
tentang PKn sebagai pendidikan politik apabila mereka paham tentang pendidikan
politik, paham tentang konsep, tujuan, substansi PKn, paham tentang tujuan,
peran, sarana dan stategi pengajaran PKn sebagai pendidikan politik, serta budaya
kewarganegaraan sebagai isi sosialisasi politik lewat PKn.
Pemahaman guru PKn tentang pendidikan politik merupakan suatu
keniscayaan dalam rangka meningkatkan pemahaman mereka tentang PKn
sebagai pendidikan politik karena pada dasarnya PKn sebagai pendidikan politik
itu merupakan sarana pendidikan politik yang dilakukan secara formal di sekolah
yang diusahakan secara terencana, sistematis, dan terprogram. Selain itu, guru
PKn perlu memahami tentang konsep, tujuan, substansi PKn karena PKn sebagai
pendidikan politik merupakan salah satu misi PKn sebagaimana tercermin dalam
konsep, tujuan, dan substansi PKn, yangmana ingin membentuk warga negara
yang memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara serta
diharapkan dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Maka dalam hal ini aspek yang ingin dikembangkan adalah
pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan
(civic skills), dan karakter kewarganegaran (civic disposition).
PKn merupakan aspek dari pendidikan politik yang bertujuan untuk
membentuk good citizenship atau agar anak efektif bagi bangsanya melalui
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strategi pengajaran yang dialogis dan terbuka. Pada dasarnya PKn sebagai
pendidikan politik merupakan bentuk sosialisasi politik secara langsung. Dengan
pemahaman guru PKn tentang tujuan, peran, sarana, dan strategi pengajaran PKn
sebagai pendidikan politik, maka seorang guru PKn akan dapat membedakan
bahwa PKn itu merupakan aspek pendidikan politik dan bukan indoktrinasi
politik.
Di samping itu, guru PKn juga dapat dikatakan memahami PKn sebagai
pendidikan politik apabila mereka paham tentang budaya kewarganegaraan karena
pada dasarnya budaya kewarganegaraan merupakan isi sosialisasi politik lewat
PKn. Budaya kewarganegaraan ini selain sesuai dengan peranan warga negara
yang hendak dikembangkan dalam PKn sebagai pendidikan politik, juga karena
sejalan dengan upaya meningkatkan partisipasi warga negara dalam membangun
masyarakat madani.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar guru PKn
di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul memiliki tingkat pemahaman yang tinggi
tentang PKn sebagai pendidikan politik, yaitu sebanyak 22 guru (51,2%). Hal ini
berarti sebagian besar guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul sudah
bagus dalam memahami tentang pendidikan politik, memahami tentang PKn,
memahami tentang tujuan, peran, sarana, dan strategi pengajaran PKn sebagai
pendidikan politik, serta memahami tentang budaya kewarganegaraan sebagai isi
sosialisasi politik lewat PKn. Hanya saja masih ada guru PKn yang memiliki
pemahaman rendah terhadap indikator memahami tentang PKn sebanyak 1 guru
(2,3%), memahami tentang tujuan, peran, sarana dan strategi pengajaran PKn
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sebagai pendidikan politik sebanyak 1 guru (2,3%). Sementara untuk indikator
memahami tentang budaya kewarganegaraan sebagai isi sosialisasi politik lewat
PKn, 12 guru (27,9%) memiliki tingkat pemahaman yang sangat rendah.
Tingginya pemahaman guru PKn tentang PKn sebagai pendidikan politik
akan membantu guru PKn dalam menghadirkan kegiatan pembelajaran yang
mampu mengaitkan antara materi yang dibahas dengan perkembangan dan
dinamika politik yang sedang terjadi. Mereka akan membahas berbagai
problematika sosial secara lebih tajam dan komprehensif. Dengan demikian, maka
pemahaman guru PKn yang tinggi akan semakin bermanfaaat guna menunjang
keberhasilan proses belajar peserta didik terutama dalam implementasi pendidikan
politik dalam pembelajaran PKn guna pengembangan budaya demokratis.
2. Pemahaman Guru PKn Tentang Budaya Demokrasi
Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian yang telah dipaparkan
sebelumnya,  diperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman guru PKn tentang
budaya demokrasi, dimana sebanyak 30 guru (69,8%) termasuk dalam kategori
sedang, sedangkan 13 guru (30,2%) termasuk dalam kategori tinggi. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tingkat pemahaman guru PKn di SMA N
se-Kabupaten Bantul tentang budaya demokrasi termasuk dalam kategori sedang.
Mengamati tingkat pemahaman guru PKn tentang budaya demokrasi pada
masing-masing indikator, ternyata hampir di setiap indikator masih ada guru PKn
yang memiliki pemahaman yang sangat rendah, yakni 1 guru (2,3%) memiliki
pemahaman sangat rendah tentang konsep budaya politik, 24 guru (55,8%)
memiliki pemahaman sangat rendah tentang komponen-komponen budaya politik,
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4 guru (9,3%) memiliki pemahaman sangat rendah tentang tipe-tipe budaya
politik, 1 guru (2,3%) memiliki pemahaman sangat rendah tentang prinsip dan
elemen budaya demokrasi, nilai-nilai budaya demokrasi, serta sikap dan perilaku
politik demokrasi. Sementara untuk indikator memahami konsep budaya
demokrasi semua guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul memiliki tingkat
pemahaman yang sangat tinggi.
Budaya demokrasi merupakan pola-pola sikap dan orientasi politik yang
bersumber dari nilai-nilai dasar demokrasi dan seharusnya dimiliki oleh setiap
warga negara dari sistem politik demokrasi. Pembentukan sikap dan orientasi
politik yang bersumber dari nilai-nilai dasar demokrasi ini bukan persoalan yang
muncul dengan sendirinya. Akan tetapi membutuhkan pengenalan, penanaman,
serta bimbingan secara terus-menerus. Dalam konteks persekolahan, maka guru
PKn berperan dalam memberikan pemahaman, penanaman, dan bimbingan
kepada peserta didik tentang nilai-nilai demokrasi sehingga diharapkan nilai-nilai
demokrasi itu akan terbentuk dalam sikap dan orientasi politik peserta didik. Oleh
karena itu, pemahaman dan penguasaan guru PKn tentang budaya demokrasi
merupakan suatu keniscayaan agar kegiatan pembelajaran yang berlangsung dapat
bermuara pada pembentukan sikap dan perilaku politik demokratis peserta didik.
Seorang guru PKn dapat dikatakan memiliki pemahaman tentang budaya
demokrasi apabila mereka paham tentang konsep budaya politik, komponen-
komponen budaya politik, dan tipe-tipe budaya politik. Dimana pada dasarnya
budaya demokrasi adalah kata lain dari tipe budaya politik partisipan dan
merupakan bagian dari budaya politik yang dikembangkan suatu bangsa. Budaya
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demokrasi ini terbentuk dari komponen-komponen budaya politik yang meliputi,
orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif yang bersifat positif.
Pemahaman guru PKn tentang konsep budaya politik, komponen-
komponen yang membentuk budaya politik, dan tipe-tipe budaya politik yang
berkembang akan dapat membantu guru dalam membedakan apakah suatu negara
mengembangkan budaya politik demokrasi atau budaya politik otoriter. Hal ini
karena tidak semua negara-negara di dunia itu mengembangkan budaya politik
demokrasi tetapi ada juga negara yang mengembangkan budaya politik otoriter.
Sementara itu, guru PKn juga dapat dikatakan memahami tentang budaya
demokrasi apabila mereka paham tentang konsep budaya demokrasi, prinsip dan
elemen budaya demokrasi, nilai-nilai budaya demokrasi, sikap dan perilaku politik
demokrasi. Hal ini karena nilai-nilai budaya demokrasi dan perilaku demokrasi
sebagai hasil dari sikap politik demokratis merupakan cerminan dari budaya
demokrasi.
Pemahaman guru PKn tentang budaya demokrasi dapat berdampak pada
kemampuan guru PKn dalam memilih atau mengolah kegiatan pembelajaran yang
dapat mendukung terwujudnya budaya demokrasi sebagai tujuan akhir PKn.
Sebagai aktor sosialisasi di sekolah, guru PKn memiliki peran penting dalam
menanamkan budaya politik yang sesuai dengan sistem politiknya, yaitu sistem
politik demokrasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Cholisin (2009: 15) yang
mengemukakan bahwa pendidikan demokrasi yang dilaksanakan melalui PKn
tidak sekedar mengajar “pengetahuan tentang demokrasi”, tetapi juga dengan
“cara-cara demokratis” dan dalam rangka mewujudkan kehidupan bermasyarakat,
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berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan kegiatan pembelajaran yang
demikian akan mampu menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang
berbudaya politik yang matang sebagai penguatan untuk pemberdayaan
masyarakat madani.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar tingkat
pemahaman guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul tentang budaya
demokrasi berada dalam kategori sedang, yaitu sebanyak 30 guru (69,8%). Hal ini
berarti sebagian besar guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul masih
belum optimal dalam memahami tentang konsep budaya politik, komponen-
komponen budaya politik, tipe-tipe budaya politik, konsep budaya demokrasi,
prinsip dan elemen budaya demokrasi, nilai-nilai budaya demokrasi, serta sikap
dan perilaku politik demokrasi. Mengamati pemahaman guru PKn tentang budaya
demokrasi pada masing-masing indikator, ternyata masih ada guru PKn yang
memiliki pemahaman yang sangat rendah tentang tentang konsep budaya politik,
yaitu sebanyak 1 guru (2,3%), memiliki pemahaman sangat rendah tentang
komponen-komponen budaya politik, yaitu sebanyak 24 guru (55,8%), memiliki
pemahaman sangat rendah tentang tipe-tipe budaya politik, yaitu sebanyak 4
(9,3%), 1 guru (2,3%) memiliki pemahaman sangat rendah tentang prinsip dan
elemen budaya demokrasi, nilai-nilai budaya demokrasi, serta sikap dan perilaku
politik demokrasi.
Masih belum optimalnya tingkat pemahaman guru PKn tentang budaya
demokrasi dapat berdampak pada kemampuan guru PKn dalam mengolah
kegiatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik memperoleh banyak
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nilai demokrasi. Karena pada dasarnya pemahaman guru PKn tentang budaya
demokrasi ini akan membantu mereka dalam dalam memilih dan mengolah
strategi pembelajaran yang demokratis, partisipasif sehingga dapat mendorong
terwujudnya budaya demokrasi sebagai tujuan akhir PKn.
3. Implementasi PKn Sebagai Pendidikan Politik Dalam Perencanaan Proses
Pembelajaran
Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian yang telah dipaparkan
sebelumnya diperoleh gambaran mengenai implementasi PKn sebagai pendidikan
politik dalam perencanaan proses pembelajaran, yaitu 20 guru (46,5%) termasuk
dalam kategori tinggi, 14 guru (32,6%) termasuk dalam kategori sangat tinggi,
dan 9 guru (20,9%) termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa
implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam perencanaan proses
pembelajaran, sebagian besar guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul
termasuk dalam kategori tinggi.
Implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam perencanaan proses
pembelajaran dapat terlihat dari tugas yang harus dijalankan guru PKn dalam
melakukan pengembangan silabus dan pembuatan RPP. Dimana perencanaan
proses pembelajaran yang meliputi silabus dan RPP ini merupakan salah satu
komponen dari kurikulum yang juga berperan sebagai instrumen untuk sosialisasi
politik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Prewitt dan Dawson (Cholisin,
2000: 9.16) yang mengemukakan bahwa kurikulum merupakan salah satu
instrumen utama untuk sosialisasi politik, yaitu sebagai perintis dan penguat nilai-
nilai budaya politik masyarakat maupun sistem politik nasional. Oleh karena itu,
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guru sebagai pelaksana utama pentransferan kurikulum, maka dalam
mengembangkan silabus dan membuat RPP juga perlu memperhatikan nilai-nilai
budaya demokrasi yang dapat ditanamkan pada saat pelaksanaan pembelajaran.
Perencanaan proses pembelajaran merupakan tugas yang harus oleh guru
sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran
dibuat agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara optimal
serta dapat mentransfer nilai-nilai yang kondusif untuk menuju warga negara yang
baik.
Guru sebagai dessiminator nilai, norma, dan perilaku dituntut untuk kreatif
dan inovatif untuk mengembangkan kurikulum, salah satunya yaitu dengan
mengembangkan silabus dan membuat RPP yang mencerminkan pembudayaan
nilai-nilai demokratis. Seorang guru memiliki kewenangan secara leluasa untuk
menganalisis Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), serta
kemampuan guru sendiri dalam menjabarkan menjadi silabus dan RPP yang siap
dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ketika
mengembangkan silabus dan membuat RPP, guru perlu memperhatikan
penyeleksian bahan yang diperkirakan dapat memberikan pengalaman belajar
serta berkaitan dengan latihan kewargangeraan. Sehingga peserta didik akan
terbiasa memperoleh informasi-informasi tentang berbagai persoalan publik serta
bagaimana mereka dilatih untuk memecahkan berbagai persoalan publik tersebut.
Dalam hal ini, maka peran yang dijalankan oleh seorang guru adalah sebagai
pengembang kurikulum yang berorientasi pada civil society.
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Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa sebagian besar guru PKn di
SMA Negeri se-Kabupaten Bantul sudah tinggi dalam implementasi PKn sebagai
pendidikan politik dalam perencanaan proses pembelajaran, yaitu sebanyak 20
guru (46,5%). Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan silabus
dan pembuatan RPPnya sudah mencerminkan pembudayaan nilai-nilai budaya
demokratis, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar guru PKn di SMA
Negeri se-Kabupaten Bantul sudah kreatif dan terampil di dalam mengembangkan
silabus dan membuat RPP yang mencerminkan pembudayaan nilai-nilai budaya
demokratis. Implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam perencanaan
proses pembelajaran yang sudah tinggi ini dapat menjadi acuan dalam
pelaksanaan proses pembelajaran agar pengalaman belajar dan proses
pembelajaran yang dilakukan dapat bermuara pada pembentukan sikap dan
perilaku politik yang demokratis.
4. Implementasi PKn Sebagai Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Proses
Pembelajaran
Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai
implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam pelaksanaan proses
pembelajaran, yaitu 18 guru (41,9%) termasuk dalam kategori sedang, 14 guru
(32,6%) termasuk dalam kategori tinggi, 7 guru (16,3%) termasuk dalam kategori
rendah, dan 4 guru (9,3%) termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini
menunjukkan bahwa dalam implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam
pelaksanaan proses pembelajaran, sebagian besar guru PKn di SMA Negeri se-
Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori sedang.
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Sebagaimana dijelaskan dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang
Standar Proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa pelaksanaan
pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Kegiatan belajar harus
dilakukan secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik
serta psikologis peserta didik. Melalui pelaksanaan pembelajaran tersebut akan
membantu peserta didik untuk menggunakan seluruh potensinya secara optimal.
Hal ini sesuai dengan metode pengajaran pendidikan politik yang bersifat dialogis,
penyadaran, rasional, dan bertujuan untuk menumbuhkan peserta didik menjadi
warga negara yang efektif bagi bangsanya.
Implementasi pendidikan politik yang mengarah pada melek politik
(political literacy) diperlukan proses pembelajaran yang dapat membantu warga
negara memiliki kesadaran politik. Seseorang dapat dikatakan sadar politik
apabila dirinya memiliki pandangan yang komprehensif, kemampuan berpikir
kritis, rasa tanggung jawab, dan keinginan untuk mengubah sikap dan perilakunya
dalam rangka mewujudkan kebebasan atau menghadapi berbagai problematika
sosial. Oleh karena itu, menjadi warga negara yang sadar politik tidak cukup
hanya diwujudkan melalui pentransferan pengetahuan-pengetahuan tentang politik
saja, akan tetapi diperlukan pelaksanaan proses pembelajaran yang dapat
mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan mampu mengambil solusi
terhadap persoalan-persoalan publik. Pada dasarnya pembelajaran aktif dalam
PKn menerapkan pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) yang
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akan membantu guru dalam mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan yang
nyata.
Prewitt dan Dawson (Cholisin, 2000: 9.15- 9.16) mengemukakan bahwa
guru sebagai aktor sosialisasi politik di sekolah dapat mempengaruhi
perkembangan politik peserta didik dengan membentuk sejenis budaya belajar
“daya saing”. Guru dapat menumbuhkan budaya saing antara peserta didik yang
satu dengan yang lain, dengan menciptakan iklim kelas yang kondusif bagi
tumbuhnya pemikiran bebas, inisiatif, penalaran dan rasa ingin tahu. Semangat
kompetitif ini, terkait erat dalam mengembangkan budaya demokratis.
Seorang guru dapat dikatakan sebagai fasilitator sosialisasi politik yang
baik, apabila dapat mengelola kelas sedemikian rupa sehingga terbentuk suasana
yang seolah menggambarkan kehidupan politik yang sebenarnya, atau menjadikan
kelas sebagai laboratorium demokrasi (Cholisin, 2000: 9.18). Jika guru berhasil
melakukannya, maka pembelajaran yang berlangsung akan mampu membebaskan
praktik-praktik pendidikan yang mengisolir diri peserta didik dari kehidupan riil
yang ada di luar sekolah.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar guru PKn
di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul memiliki kategori sedang dalam
implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam pelaksanaan proses
pembelajaran, yaitu sebanyak 18 guru (41,9%). Berdasarkan kenyataan tersebut,
maka sebagian besar guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul masih belum
mengoptimalkan implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam pelaksanaan
proses pembelajaran.
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Hal di atas dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa
sebagian besar guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul berada pada
kategori tinggi dalam menanamkan nilai-nilai budaya demokratis pada saat
pelaksanaan proses pembelajaran. Sementara dalam melaksanakan proses
pembelajaran yang bertujuan  untuk membentuk warga negara yang cerdas,
terampil, dan berkarakter, menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran,
memilih metode pembelajaran yang partisipasif dan dapat menumbuhkan nilai
politik demokratis, dan memilih sumber belajar yang dapat memberikan latihan
kewarganegaraan bagi peserta didik, sebagian besar guru PKn di SMA Negeri se-
Kabupaten Bantul berada dalam kategori sedang. Sedangkan dalam
mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif dengan mengkaitkan dengan
perkembangan politik di Indonesia dan mengolah kegiatan pembelajaran yang
dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, analisis, dan
menyenangkan bagi peserta didik, sebagian besar guru PKn di SMA Negeri se-
Kabupaten Bantul berada dalam kategori rendah.
Kenyataan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar guru PKn di SMA
Negeri se-Kabupaten Bantul belum optimal dalam mengembangkan materi
pembelajaran secara kreatif dengan mengkaitkan dengan perkembangan politik di
Indonesia, menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, mengolah
kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis,
kreatif, analisis, dan menyenangkan bagi peserta didik, memilih metode
pembelajaran yang partisipasif dan dapat menumbuhkan nilai politik demokratis,
serta di dalam memilih sumber belajar yang dapat memberikan latihan
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kewarganegaraan. Dilihat dari tujuan pembelajarannya pun masih banyak yang
belum berorientasi pada penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan,
keterampilan, dan karakter kewarganegaraan secara seimbang. Apabila ditinjau
dari pendidikan politik yang melek politik, maka pelaksanaan proses
pembelajaran yang berlangsung dapat dikatakan belum cukup berhasil dalam
rangka mewujudkan peserta didik untuk memiliki kesadaran politik karena untuk
menjadikan warga negara yang memiliki kesadaran politik diperlukan
pelaksanaan proses pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik memiliki
pandangan yang komprehensif, berpikir kritis, dan mampu mengambil solusi
terhadap persoalan-persoalan publik.
Pelaksanaan proses pembelajaran yangmana guru masih menggunakan
metode pembelajaran yang monolog, menekankan pada kemampuan untuk
menghafal, dan bukan untuk berpikir kritis, maka peserta didik tidak akan dapat
menggunakan seluruh potensinya secara maksimal dan nilai-nilai budaya
demokratis yang diajarkan akan sulit terinternalisasi dalam diri peserta didik
sehingga tidak dapat terwujud dalam sikap dan perilakunya. Peserta didik akan
mengalami kesulitan untuk menerapkan pengetahuan yang mereka miliki dalam
kehidupan yang nyata karena pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan
lebih banyak berpusat pada guru dan pembelajaran lebih cenderung berkembang
menjadi budaya belajar menghafal. Suasana pembelajaran tersebut semakin
menjauhkan peran PKn dalam upaya membentuk warga negara yang baik (good
citizens) dan menjadi warga masyarakat yang berguna.
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5. Implementasi Penilaian Hasil Pembelajaran PKn Sebagai Pendidikan
Politik
Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian yang telah dipaparkan
sebelumnya diperoleh gambaran tentang implementasi penilaian hasil
pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik, yaitu 35 guru (81,4%) termasuk
dalam kategori sedang, 7 guru (16,3%) termasuk dalam kategori rendah, dan 1
guru (2,3%) termasuk dalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
implementasi penilaian hasil pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik,
sebagian besar guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul termasuk dalam
kategori sedang.
Menurut Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk
satuan pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa penilaian dilakukan
oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik dan
menjadi bahan acuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Sekaligus
penilaian hasil belajar ini digunakan untuk mendeteksi aktualisasi nilai-nilai
budaya demokratis dalam diri peserta didik sebagai indikator bahwa proses
pembudayaan nilai-nilai budaya demokratis tersebut sudah berhasil dengan baik.
Tujuan dari pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik adalah
menyiapkan warga negara yang memiliki pemahaman tentang hak dan
kewajibannya sebagai seorang warga negara, serta dapat berpartisipasi secara
bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Maka hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan dari
pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik bukan hanya pada aspek
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pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) saja, tetapi juga keterampilan
kewarganegaraan (civic skills) dan karakter kewarganegaraan (civic disposition).
Oleh karena itu, untuk mengukur sejauhmana tingkat pencapaian kompetensi
peserta didik, maka teknik penilaian yang digunakan haruslah disesuaikan dengan
kompetensi yang ingin diukur. Cholisin (2006) mengemukakan tentang contoh
kompetensi dan penilaian pembelajaran politik dalam pembelajaran PKn, seperti
mengukur aspek keterampilan intelektual menggunakan tes tertulis, mengukur
aspek keterampilan partisipasi dengan menggunakan penilaian unjuk kerja,
mengukur aspek karakter kewarganegaraan dengan menggunakan penilaian diri,
dan lain sebagainya.
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa sebagian besar guru PKn di
SMA Negeri se-Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori sedang dalam
implementasi penilaian hasil pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik, yaitu
sebanyak 35 guru (81,4%). Kenyataan ini menunjukkan bahwa teknik penilaian
pembelajaran politik yang dipilih/digunakan oleh sebagian besar guru PKn di
SMA Negeri se-Kabupaten Bantul masih kurang sesuai untuk mengukur tingkat
pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan teknik penilaian pembelajaran
politik yang kurang sesuai untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta
didik, maka hasilnya pun selain kurang dapat menggambarkan sejauh mana
kompetensi tersebut dikuasai oleh peserta didik juga kurang dapat
menggambarkan apakah pembudayaan nilai-nilai budaya demokratis kepada
peserta didik sudah berhasil dengan baik.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan guna pengembangan budaya demokratis di SMA
Negeri se-Kabupaten Bantul, yang meliputi pemahaman guru PKn tentang PKn
sebagai pendidikan politik, pemahaman guru PKn tentang budaya demokrasi,
implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam perencanaan proses
pembelajaran, implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam pelaksanaan
proses pembelajaran, dan implementasi penilaian hasil pembelajaran PKn sebagai
pendidikan politik adalah sebagai berikut:
1. Pemahaman guru PKn tentang PKn sebagai pendidikan politik
Pemahaman guru PKn tentang PKn sebagai pendidikan politik, sebanyak
22 guru (51,2%) memiliki kategori tinggi dan 20 guru (46,5%) memiliki tingkat
pemahaman sangat tinggi. Berdasarkan kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar pemahaman guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul
tentang PKn sebagai pendidikan politik termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini
berarti guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul sudah bagus dalam
memahami tentang pendidikan politik, memahami tentang konsep, tujuan, dan
substansi PKn, memahami tentang tujuan, peran, sarana, dan strategi pengajaran
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PKn sebagai pendidikan politik, serta memahami tentang budaya
kewarganegaraan sebagai isi sosialisasi lewat PKn.
Guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul sudah paham bahwa PKn
sebagai pendidikan politik merupakan sarana pendidikan politik yang dilakukan
secara formal di sekolah yang diusahakan secara  terencana, sistematis, dan
terpogram melalui strategi pengajaran yang dialogis dan terbuka dan arahnya
adalah untuk membentuk good citizenship atau warga negara yang efektif bagi
bangsanya. Dengan pemahaman guru PKn yang bagus tentang PKn sebagai
pendidikan politik ini akan membantu guru PKn untuk memberikan pendidikan
politik secara baik dan benar yang arahnya untuk membentuk warga negara yang
efektif bagi bangsanya, serta didalam membahas berbagai problematika sosial
akan lebih tajam dan komprehensif.
2. Pemahaman guru PKn tentang budaya demokrasi
Pemahaman guru PKn tentang budaya demokrasi, sebanyak 30 guru
(69,8%) memiliki kategori sedang dan 13 guru (30,2%) memiliki kategori tinggi.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tingkat pemahaman guru PKn
di SMA N se-Kabupaten Bantul tentang budaya demokrasi termasuk dalam
kategori sedang. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru PKn
belum optimal dalam memahami tentang konsep budaya politik, komponen-
komponen budaya politik, tipe-tipe budaya politik, konsep budaya demokrasi,
prinsip-prinsip dan elemen budaya demokrasi, nilai-nilai, serta sikap dan perilaku
politik yang mencerminkan budaya demokrasi.
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Sebagian besar guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul belum
memiliki pemahaman yang optimal bahwa budaya demokrasi adalah kata lain dari
tipe budaya politik partisipan dan merupakan bagian dari budaya politik yang
dikembangkan suatu bangsa. Dimana budaya demokrasi ini terbentuk dari
komponen-komponen budaya politik yang meliputi, orientasi kognitif, afektif, dan
evaluatif yang bersifat positif. Di samping itu, nilai-nilai budaya demokrasi dan
perilaku demokrasi sebagai hasil dari sikap politik demokratis merupakan
cerminan dari budaya demokrasi. Belum optimalnya tingkat pemahaman sebagian
besar guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul tentang budaya demokrasi
hal ini dapat berdampak pada kemampuan guru dalam memilih dan mengolah
strategi pembelajaran yang dapat mewujudkan budaya demokrasi sebagai tujuan
akhir PKn.
Apabila melihat tingkat pemahaman guru PKn tentang PKn sebagai
pendidikan politik dan pemahaman guru PKn tentang budaya demokrasi
sebagaimana dijelaskan di atas, secara keseluruhan tingkat pemahaman guru PKn
tentang PKn sebagai pendidikan politik dalam kategori tinggi akan tetapi di dalam
memahami tentang budaya demokrasi sebagian besar guru PKn dalam kategori
sedang. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena ketika mempelajari PKn
sebagai pendidikan politik tidak selamanya yang kembangkan itu adalah budaya
demokrasi akan tetapi bisa juga budaya otoriter. Bisa jadi sebagian besar guru-
guru PKn tersebut memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi tentang prinsip,
nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang mencerminkan budaya otoriter apabila
dibandingkan dengan  prinsip, nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang mencerminkan
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budaya demokrasi. Oleh karena itu meskipun secara keseluruhan tingkat
pemahaman guru PKn tentang PKn sebagai pendidikan politik dalam kategori
tinggi akan tetapi di dalam memahami tentang budaya demokrasi sebagian besar
guru PKn dalam kategori sedang.
3. Implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam perencanaan proses
pembelajaran
Implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam perencanaan proses
pembelajaran, 20 guru (46,5%) termasuk dalam kategori tinggi, 14 guru (32,6%)
termasuk dalam kategori sangat tinggi, dan 9 guru (20,9%) termasuk dalam
kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi PKn sebagai
pendidikan politik dalam perencanaan proses pembelajaran, sebagian besar guru
PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori tinggi.
Berdasarkan kenyataan di atas dapat dikatakan bahwa sebagian besar guru
PKn di SMA Negeri se-Kabupaten Bantul sudah bagus pada saat
mengimplementasikan PKn sebagai pendidikan politik dalam perencanaan proses
pembelajaran, baik dalam pengembangan silabus maupun pembuatan RPPnya
sudah mencerminkan pembudayaan nilai-nilai budaya demokratis. Dengan
implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam perencanaan proses
pembelajaran yang meliputi pengembangan silabus dan pembuatan RPP yang
sudah mencerminkan pembudayaan nilai-nilai budaya demokratis ini akan
menjadi acuan bagi guru agar pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan
dapat berlangsung optimal serta dapat bermuara pada pembentukan sikap dan
perilaku politik demokratis peserta didik.
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4. Implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam pelaksanaan proses
pembelajaran
Implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam pelaksanaan proses
pembelajaran, 18 guru (41,9%) termasuk dalam kategori sedang, 14 guru (32,6%)
termasuk dalam kategori tinggi, 7 guru (16,3%) termasuk dalam kategori rendah,
dan 4 guru (9,3%) termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa dalam implementasi PKn sebagai pendidikan politik dalam pelaksanaan
proses pembelajaran, sebagian besar  guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten
Bantul termasuk dalam kategori sedang.
Kenyataan ini di atas berarti sebagian besar guru PKn di SMA Negeri se-
Kabupaten Bantul belum dapat mengoptimalkan pelaksanaan proses
pembelajaran, baik dalam mengolah kegiatan pembelajaran, pemilihan metode
pembelajaran yang partisipasif dan dapat menumbuhkan nilai politik demokratis,
pemilihan sumber belajar yang dapat memberikan latihan kewarganegaraan bagi
peserta didik, maupun orientasi tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jika
ditinjau dari pendidikan politik yang melek politik, maka pelaksanaan proses
pembelajaran yang dilakukan belum cukup berhasil dalam rangka mewujudkan
warga negara yang memiliki kesadaran politik karena untuk menjadikan warga
negara yang memiliki kesadaran politik diperlukan proses pembelajaran yang
dapat mendorong peserta didik memiliki pandangan yang komprehensif, berpikir
kritis, dan mampu mengambil solusi terhadap berbagai persoalan publik.
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5. Implementasi penilaian hasil pembelajaran PKn sebagai pendidikan
politik
Implementasi penilaian hasil pembelajaran PKn sebagai pendidikan
politik, 35 guru (81,4%) termasuk dalam kategori sedang, 7 guru (16,3%)
termasuk dalam kategori rendah, dan 1 guru (2,3%) termasuk dalam kategori
tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi penilaian hasil
pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik, sebagian besar guru PKn di SMA
Negeri se-Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori sedang.
Kenyataan di atas menunjukkan bahwa teknik penilaian pembelajaran
politik yang dipilih/ digunakan oleh sebagian besar guru Pkn di SMA Negeri se-
Kabupaten Bantul masih kurang sesuai untuk mengukur pencapaian kompetensi
peserta didik. Pemilihan teknik penilaian pembelajaran politik yang kurang sesuai
untuk mengukur tingkat pencapaian peserta didik, maka hasilnya pun kurang
dapat menggambarkan sejauh mana kompetensi tersebut dikuasai oleh peserta
didik, serta kurang dapat menggambarkan apakah proses pembudayaan nilai-nilai
budaya demokratis kepada peserta didik sudah berhasil dengan baik.
B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini tentu saja banyak memiliki keterbatasan dan kelemahan yang
terdapat didalamnya, walaupun peniliti sudah berupaya untuk mengungkapkan
hasil penelitiannya. Penelitian ini kurang dapat menggambarkan secara lebih
mendalam mengenai implementasi pendididan politik dalam pembelajaran PKn di
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SMA Negeri se-Kabupaten Bantul karena peneliti hanya memaparkan sesuai
dengan data yang diperoleh melalui tes dan angket.
Di samping kelemahan sebagaimana disebutkan di atas, kelemahan lain
juga terdapat pada fokus yang diteliti dalam penelitian ini. Dimana dalam
penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada implementasi pendidikan politik
dalam pembelajaran PKn. Padahal sebenarnya implementasi pendidikan politik di
sekolah tidak hanya dapat dilakukan melalui pembelajaran PKn, tetapi dapat juga
dilaksanakan di luar kelas, yaitu melalui pencapaian iklim sosial di sekolah,
kegiatan ekstrakurikuler, dan organisasi politik pemuda. Kelemahan-kelemahan
yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan
pertimbangan positif bagi penulis agar lebih baik pada penelitian di masa yang
akan datang.
C. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka berikut ini diajukan beberapa saran
untuk lebih meningkatkan kemampuan guru PKn di SMA Negeri se-Kabupaten
Bantul dalam implementasi pendidikan politik dalam pembelajaran PKn guna
pengembangan budaya demokratis:
1. Bagi Guru
a. Meningkatkan pemahamannya tentang budaya  kewarganegaraan sebagai isi
sosialisasi politik lewat PKn karena budaya kewarganegaraan sejalan
dengan upaya pembinaan PKn untuk mengembangkan peranan warga
negara yang ideal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
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bernegara. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman guru PKn
tentang budaya kewarganegaraan sebagai isi sosialisasi politik lewat PKn ini
dapat dilakukan dengan lebih banyak membaca berbagai referensi, seperti
buku, jurnal, dan lain sebagainya yang membahas mengenai budaya
kewarganegaraan sebagai isi sosialisasi politik lewat PKn.
b. Meningkatkan pemahamannya tentang komponen-komponen budaya politik
karena komponen-komponen budaya politik tersebutlah yang akan
membentuk apakah budaya politik yang berkembang dalam suatu negara
adalah budaya politik demokrasi atau budaya budaya politik otoriter .
Seorang guru PKn tidak akan mampu membedakan apakah budaya politik
yang berkembang dalam suatu negara adalah budaya politik demokrasi atau
budaya budaya politik otoriter jika mereka tidak memahami cara
terbentuknya. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan
pemahaman guru PKn tentang komponen-komponen budaya politik dapat
dilakukan dengan membaca berbagai membaca berbagai referensi, seperti
buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya yang membahas mengenai
komponen-komponen budaya demokrasi.
c. Pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung diharapkan dapat
mendorong peserta didik untuk dapat berpikir kritis, memiliki pandangan
yang komprehensif, dapat menganalisis dan mengambil solusi terhadap
berbagai persoalan-persoalan politik, serta dapat menumbuhkan sikap dan
perilaku politik yang demokratis. Oleh karena itu, guru PKn harus kreatif
dan inovatif dalam mengolah kegiatan pembelajaran, baik dalam memilih
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metode pembelajaran, memilih sumber belajar yang digunakan . Di samping
itu, materi pembelajaran yang diberikan hendaknya dikaitkan dengan
perkembangan politik di Indonesia.
d. Dalam memilih dan menggunakan teknik penilaian pembelajaran politik
hendaknya sesuai untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta
didik. Teknik penilaian pembelajaran politik tersebut sebaiknya tidak hanya
mengukur pencapaian pengetahuan kewarganegaraan peserta didik, tetapi
juga dapat mengukur keterampilan dan karakter kewarganegaraan peserta
didik.
2. Kepada Instansi Terkait
Secara umum Dinas Pendidikan akan lebih baik apabila selalu
menghimbau kepada guru-guru PKn untuk secara bersama-sama bahu-membahu
mensosialisasikan pentingnya pendidikan politik bagi peserta didik di sekolah.
Disamping itu mengadakan pelatihan-pelatihan kepada guru PKn tentang
bagaimana mengimplementasikan pendidikan politik dalam pembelajaran PKn
hendaknya juga penting untuk dilakukan, baik dalam perencanaan proses
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, maupun dalam penilaian hasil
pembelajaran. Hal ini penting untuk dilakukan agar proses belajar mengajar yang
berlangsung dapat menumbuhkan kesadaran politik peserta didik.
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